[ SALINAN ]

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 18/PP 01.2/Kpt/3315/KPU-Kab/XI1/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang;



Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walkil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa herdasarkan huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 109});
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan



10.

11.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemitihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1586) ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemillhan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Waldl Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik



Memerhatikan :

12.

13.

Indonesia Tahun 20139 Nomor 905), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2019 {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511};

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019
tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah
Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten /Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan keputusan komisi
pemilihan umum kabupaten grobogan nomor

12/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/2019 tentang
Perubahan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan Nomor 1/PP.01.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/1X/2019 tentang pedoman teknis
tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan bupati dan wakil bupati grobogan tahun
2020;

. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor 3/PP.01.2/Kpt/3315/KPU-
Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal
Dukungan Persyaratan dan Perscbaran Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

2. Surat Edaran KPU RI Nomor 2096/PL.02.4-
SD/01/KPU/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019
tentang Pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan
sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas
minimum persyaratan dukungan calon perseorangan
dan penambahan informasi pada formulir B.1. KWK
Perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak

3. 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan Nomor 1B/PL.01.1-BA/3315/
KPU-Kab/X/2019 Tanggal 1 Desember 2019 tentang
Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILTHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Walkil Bupati Grobogan Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Keputusan ini,

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.
6



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

. »

YU VISKA j.S



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMIS] PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 18/PP.01.2/Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020
merypakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan Tahun 2020 secara demokratis, langsung, umum,
bebas rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilithan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020 dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020, KPU Kabupaten Grobogan mempunyai tugas
dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur
dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai
berikut:



Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dalam
melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
Tahun 2020.

Agar Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses

Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2020, yang terdiri dari

1.

© X Nk e N

Persyaratan Calon dan Pencalonan;

Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon;
Penggantian Bakal Calon Perseorangan

Pendaftaran Pasangan Calon;

Penelitian Dokumen Persyaratan Persyaratan Calon;
Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
Penggantian Calon;

Larangan dan Sanksi;

Tanggapan Masyarakat;

10. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 yang
selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020, adalah pelaksanaan



kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan masa jabatan 2020-2024.
Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling
akhir.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat
KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenal
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan  pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur
tentang pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut
KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut
KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan,

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah
panitia yang  dibentuk  oleh KPU  Kabupaten untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.



10.

11.

12.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia yang  dibentuk oleh KPU Kabupaten  untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Yyang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang
selanjutnya  disebut  Bawaslu Provinsi adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi, sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenal
pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam
penyelenggaraan  pemilihan gubernur dan wakil gubernur
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan,
selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan pemilihan diwilayah Kabupaten
Grobogan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk eoleh Panwas
Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19,

20.

21.

22.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan
ke KPU Kabupaten.

Rakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020 Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Paslon Perseorangan,
adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara perseorangan
mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbup
Grobogan 2020.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan yang
selanjutnya disebut Paslon Perscorangan, adalah Bakal Paslon
Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai
peserta Pilbup Grobogan 2020.

Bakal Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati, yang selanjutnya
disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik
Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada
KPU Kabupaten untuk mengikuti pemilihan.

Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani
pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan
administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan
hak asasi manusia.

Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan
perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk
yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang
vang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Hari adalah hari kalender.
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ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan,
penyelenggara Pilbup Grobogan harus berpedoman pada asas :
1. mandiri,

2, jujur;
adil;
kepastian hukum;
tertib;

3

4

5

6. kepentingan umuil;
7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

PESERTA CALON PERSEORANGAN PILBUP GROBOGAN 2020

1. Peserta Calon Perseorangan Pilbup Grobogan 2020 adalah Paslon
Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2020,

0. Bakal Calon Perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon
Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana
korupsi.

BAB 11
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN PERSEORANGAN

PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas
atau sederajat;

berusia paling rendah 25 {dua puluh lima) tahun terhitung
sejak penetapan paslon;

mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan
narkotika  berdasarkan hasil pemeriksaan keschatan
menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahii
psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
meliputi :

1. Terpidana karena kealpaan; atau

2. Terpidana karena alasan politik;

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkuten sedang menjalani pidana tidak di
dalam penjara;

bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

bukan mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
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menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang
berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara
negara;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;

belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati,
selama 2 {dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan
ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung
berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,
yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh
dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 2 (dua
setengah) tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan
Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;

3) 2 (dua} kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
meliputi:

a) telah 2 {dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang
sama;

b) telah 2 ({dua) kali dalam jabatan yang sama tidak
bherturut-turut; atau

c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah
yang sama atau di daerah yang berbeda;

4} perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (dua

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud
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q-

pada angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan

sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu)
sampai dengan angka 4) (empat), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara
langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan
nama Kabupaten.

belum pernah menjabat sebagai:

1. Gubernur bagi calon dan calon wakil bupati didaerah yang
sama;

2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati
didaerah yang sama; atau

3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi

Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai

Bupati atan Wakil Bupati dari kabupaten lain;

menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan

negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati

yang mencalonkan diri dalam Pilbup Grobogan 2020;

tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati

atau Penjabat Wahkota;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai

calon;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagal anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Kepala Desa atau sebutan

lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
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2.

w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali
sejak ditetapkan sebagai calon; atau

x. Dberhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi

penyandang disabilitas.

PERSYARATAN PENCALONAN

e

KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa

jumlah dukungan dan persebarannya bagi Paslon Perseorangan

dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Keputusan KPU Kabupaten didasarkan pada jumlah pemilih yang

tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum

Tahun 2019

Jumlah pemilih Kabupaten dalam Daftar Pemilih Tetap pada

Pemilu terakhir yaitu 1.122.269 (Satu Juta Seratus Dua Puluh

Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) pemilih.

Paslon Perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi

syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima per seratus)

dari Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 72.948 (Tujuh Puluh

Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapanj).

Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari SO0 % (lima puluh

persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Grobogan, yaitu minimal

10 (sepuluh) Kecamatan.

Dukungan pemilih hanya diberikan kepada 1 (satu) Paslon

Perseorangan.

Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk

yang:

a. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau
Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih

Pemilihan.
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b. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih
tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar
penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut
dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat
sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan,
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

surat keterangan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN

1. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen
dukungan Paslon Perseorangan melalui media massa cetak
dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU
Kabupaten.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen sebagaimana di maksud

pada angka (1) dilakukan selama 14 hari.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana

di maksud pada angka (1) mencantumkar:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Nomor 3/PP.01.2/Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019 tentang
Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan
Persebaran Pasangan Calon Perscorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan
kepada KPU Kabupaten;

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan.,

Paslon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan

sebagai persyaratan pencalonan dan menyerahkan pakta integritas

yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan
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Wakil Bupati Grobogan sebagaimana dimaksud dalam BAB 1 huruf
F angka 5, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2 KWK
Perseorangan kepada KPU Kabupaten.

Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan

jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal

sebagai berikut :

a. Hari pertama sampai dengan satu hari sebelum batas akhir
dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu di KPU
Kabupaten;

b. Hari terakhir penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan
sampai dengan pukul 24.00 waktu di KPU Kabupatern.

Dokumen dukungan Paslon Perseorangan berupa :

a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang
ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau surat keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK
Pereorangan;

b. Surat pernyataan Pasangan calon perseorangan yang memuat
tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model
B.1.1-KWK Perseorangan; dan

¢. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model
B.2-KWK Perseorangan.

Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang

tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana

dimaksud pada angka 7 huruf a ke dalam Sistem Informasi

Pencalonan dam disampaikan kepada KPU Grobogan.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a

dan huruf ¢, merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dan dibubuhi materal.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a

dan huruf b, dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi

jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf ¢

untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan.

Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilarang

dikeluakan secara kolektif.

Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan surat pemyataan

dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan kepada KPU

Kabupaten.

Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi dokumen :

a. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan

b. 1 (satu} rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang
dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani
oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

c. 1 (satu} rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang
dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud

pada angka 14 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan

sebagai arsip KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir

Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan

verifikasi faktual.

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat

disaksikan oleh :

a. Balkal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau

b. Panwas Kabupaten
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2. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Paslon

Perseorangan terdiri atas :

a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya

b. Verifikasi administrasi

¢. Verifikasi faktual

d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan

e. Verifikast administrasi perbaikan

f. Verifikasi faktual perbaikan

1. Pengecekan syarat jumlah dultungan dan persebarannya

a.

KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah

dukungan bakal calon persebarannya dengan cara:

1) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir
Model B.1-KWK Perseorangan;

2) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam
formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan

3) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya
vang tercantum formulir Model B.1-KWK Perseorangan
dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Dalam hal terdapat dukungan dalam formulir Model B.1-KWK

Persecrangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan

dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan

tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan.

Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum

dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai

dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi

KTP Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon

Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan

pesebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
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d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat
dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK
Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan,
kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem
Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.

e. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas
untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

{ Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya tidak
memenuhi  syarat jumlah  dukungan dan  persebaran
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4 dan 5,
dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam BAB III huruf A angka 7 s.d angka 12, KPU Kabupaten :

1) Memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
2) Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan
untuk perbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

g Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah
dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan
Bakal! Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan
Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten
memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

h. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya telah
memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU
Kabupaten memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan

Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

2. Verifikasi Administrasi
a. Verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan
cara :
1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK),
nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat

pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan
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dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan,;

2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK
Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Grobogan dan/atau daftar
penduduk potensial pemilih Pemilihan;

3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan
daerah Pemilihan;

4) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

5) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan
daerah wilayah administrasi PPS;

6) verifikasi identitas kependudukan wuntuk memastikan
pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status
perkawinan;

7) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal
Paslon Perseorangan.

_ Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK}, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir

Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah

pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesual dengan wilayah

administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan

tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Calon

Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan

dukungan tersebut sesuai kelurahan/desa.
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. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan
tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat.
Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat
Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai
Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan
Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan
keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan
pada formulir Model B.l-KWK Perseorangan, untuk ditindak
lanjuti dengan verifikasi faktual.
. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK
Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan, tetapi tidak
sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada pemilu
atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas
kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data
pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk
potensial pemilih Pemilihan.
. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
pada huruf g dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan
bahwa :
1) Data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan
memenuhi syarat;
2) Data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan
tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
3) Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan
pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat,

tapi tidak menggugurkan dukungan.
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i

Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3),

ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h

dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perscorangan.

KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam

Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud

pada huruf k, dibuat dalam S {lima) rangkap asli yaitu:

1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Paslon Perseorangan;

2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3) 1 (satu} rangkap untuk PPS3 melalui PPK dengan dilampiri
Berita Acara Model B.A.3.1-KWK Perseorangan;

4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten; dan

5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana

dimaksud pada huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf h

angka 2), KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf.

. Dukungan ganda terjadi apabila :

1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 {satu) kali
kepada 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan;
2} dukungan ganda meliputi:

a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama,
jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun
Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status
perkawinan; atau

b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;

3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) Bakal Pasion Perseorangan.

Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud
pada huruf n angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1

(satu).
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p. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud
pada huruf p angka 2) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti
dengan verifikasi faktual oleh PPS.

q. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda
dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.

r. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen asli berita acara hasil
verifikasi dukungan ganda kepada:

1) Bakal Paslon perscorangan;
2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan
ganda.

s. KPU Kabupaten menyampaikan deokumen dukungan Bakal
Paslon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan
ganda kepada PPS melalui PPK.

. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan
kepada PPS, pendukung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat
menarik kembali dukungannya.

u. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen
dukungannya, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

v. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan
verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan
kepada Bakal Paslon Perseorangan.

w, Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat
petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)

setempat sesuai kebutuhan.

Verifikasi Faktual Oleh PPS

a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap
tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi
syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama,
alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Paslon

Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
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. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya,
dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi
syarat.

. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model
BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan
tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK
Perseorangan.

. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi
Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan,
dukungannya tetap dinyatakan sah.

Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang
dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memben
dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenubhi
syarat.

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau
alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS
memberikan catatan pada kolom keterangarn.

. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan,
PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas
kependudukan yang asli.

. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada
lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, PPS
menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya
terhadap 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan dan pendukung
membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Paslon
Perseorangan yang didulkung, dan menulis mendukung atau
tidak mendukung Pasangan Calong Perseorangan pada kolom
keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan

dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
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1.

Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran
dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Paslon perseorangan,
dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada
kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir B.1.1-KWK
Perseorangan.

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat
selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf g,
huruf h, huruf i, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual
mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau
Panwas Kecamatan.

PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib
mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan
penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Bakal
Paslon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon
Perseorangan di wilayah PPS bersangkutan untuk menghadirkan
seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan
tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan

meneliti kebenaran dukungan.

_Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung

Bakal Pasion Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh
pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap
pendukung yang hadir.

_Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi

kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan
dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi
faktual.

Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas akhir
verifikasi faktual, dukungan Bakal Paslon Perscorangan yang
bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama

pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
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. Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung
Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan
pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar
wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Grobogan, Bakal
Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon
Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual
dengan memanfaatkan teknologi informasi.
. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi
dapat dilakukan, sepanjang Bakal Paslon Perseorangan
dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat
menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang
sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya
Pilbup Grobogan 2020 yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang.
. Pemanfaatan teknologi informasi  disesuaikan  dengan
aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Paslon Perseorangan
dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan, dengan
ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time}
dengan menggunakan panggilan video (video call) yang
memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap
muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana
dalam verifikasi faktual secara offline.
, Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan,
dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung,
KPU Kabupaten melalui PPS dan difaslitasi oleh PPK dapat
melakukan verifikasi kembali terhadap:
1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian
foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual

dengan video call dilakukan; atau
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2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang
berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung
tidak dapat dihadirkan,

u. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita
Acara Model BA.5-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota PPS.

v. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5
(lima) rangkap yaitu :

1) 1 (Satu} rangkap untuk setiap Bakal Paslon Perseorangan;

2) 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua
dokumen dukungan setiap Bakal Paslon Perseorangan;

3) 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;

4} 1 (Satu) rangkap PPL;

1 (Satu) rangkap untuk arsip PPS.

4, REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

a,

PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan
hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari
setelah menerima berita acara dari PPS.

Rapat pleno dihadiri oleh:

a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.

Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas
Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan
bukti pendukung.

Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan
dan mencatat ke dalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.

Dalam ha! keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan
Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat
menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung
mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, ditnangkan dalam berita acara
Formulir Model BA.6-KWK Perseorangar.
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E.

Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon
Perscorangan;

b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;

c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;

d. 1 {Satu) rangkap arsip PPK.

REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN

a,

KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan

berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se

Kabupaten Grobogan paling lama 4 (empat] hari setelah menerima

berita acara dari PPK.

Rapat Pleno dihadiri oleh :

1) Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;

2) Panwas Kabupaten;

3) PPK.

Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas

Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan

bukti pendukung.

Dalam hal Keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan

pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Model BA.7-KWK

Perseorangan.

Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat

menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung

mengisi Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara

menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon
Perseorangan.

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten.

c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten;

d. 1 (satu) rangkap arsip.
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C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi jumiah dukungan dan persebaran,
harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU
Kabupaten.

2 Perbaikan dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan sebagaimana
dimaksud dengan angka 1, dilakukan dengan ketentuan :

a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2
{dua) kali dari jumlah kekurangan;

b. Dukungan vang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, berupa :

1} Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan
sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun;
dan/atau

2] Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama
pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan
administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan
yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan

c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau
sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan
dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.

3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus
dilengkapi pada masa perbaikan.

4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan, meliputi dokumen :

a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
b. 1 {satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perscorangan

perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan
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10.

11.

ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu)
rangkap salinan; dan
c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan
perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a digunakan untuk verifikasi
administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.
KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulr
Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan
verifikasi faktual perbaikan.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disaksikan
oleh :
a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubug; dan/atau;
b. Panwas Kabupaten
KPU Kabupaten melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan
dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana
dimaksud dalam BAB Il huruf B angka 1.
Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada
angka 8 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan :
a. Mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan
dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten
melakukan  verifikasi administrasi terhadap  perbaikan
dukungan: atau
b. Tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan
dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan
Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi
perbaikan.
KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan
dukungan dengan pesebarannya, dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2.
Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 10

terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

memberikan  dukungan kepada Bakal Pasangan Calon

Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan

perbaikian pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan

sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan

Calon :

a. Dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan
persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual
terhadap perbaikan dukungan; atau

b. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah
dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap
verifikasi faktual perbaikan.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana
dimaksud angka 10 PPS melakukan verifikasi faktual secara
kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon untuk
menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan /desa atau
sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran
dukungan.

Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud dengan

angka 13 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf B angka 3 huruf b sampai dengan

huruf k, huruf n, huruf p sampai dengan huruf v.

PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada

angka 13 paling lama 7 {tujuh) hari sejak menerima dukungan

perbaikan.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, FPK

melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan

dengan mencmpuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III

huruf B angka 4.

PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana

dimaksud pada angka 16 paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima

hasil verifikasi faktual dari PPS.
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18. Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil verifikasi oleh PPK, KPU
Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual
perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB Il
huruf B angka 5.

19. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada angka 18, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan :

a. Telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU
Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau

b. Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU
Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon
Perseorangn tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB IV
PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN
. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan
yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di
tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU
Kabupaten, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat
diganti dengan calon lain;
2. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan
yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Paslon
Perseorangan atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik.
3. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi

faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di
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KPU Kabupaten, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5
(lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

Berhalangan tetap, meliputi keadaan :

a. Meninggal dunia; atau

b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen,

KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti karena berhalangan
tetap kepada masyarakat.

Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua} hari s¢jak masa
penggantian calon berakhir.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik
dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Paslon

peserta Pilbup Grobogan 2020.

. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon paling lama 3 (tiga] hari sejak dokumen calon
pengganti diterima.

Bakal Paslon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi
administrasi, tidak dapat diajukan sebagai bakal calon dan/atau

bakal paslon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB V
PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A, PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

15

Pengumuman Pendaftaran

KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui
media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU
Kabupaten sesual dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Pendaftaran Bakal Paslon Perseocrangan

a. Masa pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan selama 3 ({tiga)

hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
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b. Pendaftaran Bakal Paslon Perscorangan dilakukan dengan

jadwal sebagai berikut:

3}

b)

hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan

hari ketiga pendafltaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB
sampai dengan pukul 24.00 WIB.

¢c. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU

Kabupaten pada masa pendaftaran.

Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan, KPU

Kabupaten bertugas :

1)

2)

3)

4

5)

Menerima  dokumen  persyaratan  pencalonan  dan

persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;

Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan

dan persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon

Perseorangan;

Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon menggunakan Tanda Terima Pendaftaran

Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi :

a) nama lengkap bakal calon perseorangan;

b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

¢) alamat dan nomor telepon bakal calon perseorangan,

d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon; dan

e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan
bakal calon perseorangan.

Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten

Grobogan dan kecamatan;

Memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir

TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Paslon Perseorangan;
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6) Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan
jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di
rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada

Bakal Paslon Perseorangan.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon

Persecrangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten

terdiri atas:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Paslon
Perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK
Perseorangan beserta lampirannya;

b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Calon menggunakan
Formulir Model BB.1-KWK;

¢. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian
dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai
Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu  Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota;

d. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana dilengkapi
dengan:

1) Surat keterangan tidak pernah  sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon;

2) Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan {culpa
levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon
yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa

levis) atau alasan politik; atau
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3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam
penjara disertai dengan buktinya;

b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap; dan

¢) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan
bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

e. bagi bakal calon perseorangan dengan status Mantan Terpidana

yang belum mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak selesai

menjalani masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran,

wajib menyerahkan:

1)

3)

4)

9)

surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai
Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;

sural kelerangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang dari Kepolisian Resor.

surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dan
kepala lembaga permasyarakatan;

surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas; dan

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal Calon;

. surat keterangan catatan kepolisian yang menecrangkan Bakal
Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang
dikelnarkan oleh Kepolisian Resor.

. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang
secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal Calon;

surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal
calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP} tempat
Calon yang bersangkutan terdaftar;

Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus
sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat
Walikota;

. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal
Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

35



. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

o. fotokopi Jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Grobogan yang ditandatangani Paslon;

daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Grobogan, dan
kecamatan; dan

pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm X 6
(enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih
sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2
{sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma dua) cm atau

ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta soficopy.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda

tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :

a.

surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus
Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau
Kepala Desa,

surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat
Bupati , atau penjabat Walikota;

tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
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f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan
berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

vang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima)

han sejak ditetapkan sebagai calon.

Paslon menyampaikan salinan formulir Model BB.1-KWK yang telah

diisi dan ditandatangani, kepada :

a. Bawaslu Kabupaten;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Lampiran surat pencalonan Paslon Persecrangan dalam formulir

Model B.1-KWK, meliputi :

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Paslon
Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi,
dan program Paslon Perseorangan sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP} Kabupaten Grobogan,
ditandatangani oleh Paslon Perseorangan menggunakan
Formulir Model B.3-KWK Perseorangan;

c. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP} Kabupaten Grobogan yang
ditandatangani oleh Paslon;

d. dokumen administrasi persyaratan Paslon Perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).

Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat

pendaftaran.

Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye, berpedoman pada

Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2020.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon,

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama

Paslon Perseorangan.
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Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b, 1 (satu) rangkap salinan.

BAB YV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

Terhadap persyaratan kesehatan :

a.

KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar
pemeriksaan  kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penvalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara
jasmani dan rohani.

KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus lkatan Dokter

Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan

Badan Narkotika Nasional (BNN} tingkat Kabupaten/Provinsi,

untuk membentuk tim pemeriksa keschatan yang terdiri atas

Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan

narkotika.

Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari

anggota tim dan anggota.

KPU Kabupaten menyampaikan:

1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;
dan

2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal
Paslon Perseorangan.

KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah

atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan

rekomendasi IDI Wilayah Kabupaten/Provinsi dengan Keputusan

KPU Kabupaten.
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f KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah
yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perscorangan untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas
penyalahgunaan narkotika.

g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk
menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;
dan

2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil
pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan
kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan
kelengkapan persyaratan calon,

i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat
final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi

terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan

lampirannyd.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi

penelitian terhadap:

a. tanda tangan Paslon Perseorangan;

b. materai; dan

c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:

a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi

yang bersangkutan;
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10.

b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri
atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau
swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta /Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah
perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi
swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

(STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

instansi atau satnan kerja yang menyelenggarakan urusan

pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah
dimaksud pernah berdiri.

Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

vang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda

Tamal Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

Dalam hal ijjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah

tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon
wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang
dikeluarkan oleh  instansi atau  satuan  kerja  yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di

wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pengesahan fotokopi jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah

yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan
urusan pendidikan.

Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau

instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan,
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Pengesahan fotokopi jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang
diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat
yvang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan
pendidikan.
Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi
ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan
catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke
Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan
Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap.
Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap,
KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan
untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
a. pernah dipidana penjara, atau
b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran.
Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat
terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau
persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi
kepada instansi yang berwenang.
KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi
dalam berita acara.
KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal
Paslon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan
mengumumkan paling lambat 2 {dua) hari setelah verifikasi.
Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan
dan/atau persyaratan calon yang dinyatakan belum lengkap
dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi
syarat, Bakal Paslon Perseorangan diberi kesempatan untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga)

hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
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18.

19.

20.

Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon
atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan
narkotika.

Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas
penyalahgunaan narkotika Calon atau Paslon yang bersangkutan
dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.
Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa

perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

Bakal Paslon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan
jumlah  minimal dukungan dan/atau  persebaran dan
menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan
selama 3 (tiga) hari.

Bakal Paslon perseorangan melakukan perbaikan terhadap
persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada
masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil
verifikasi diterima.

Perbaikan dokumen dilakukan hanya terhadap dokumen yang
dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat

dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN

1.

Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Paslon Perseorangan
dilakukan dengan ketentuan:
a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2

([dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
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b. Dukungan vang diserahkan, dapat berupa dukungan baru yang
belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Paslon
Perscorangan manapun dan/atau dukungan lama yang telah
diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya
tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar
nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik; dan

¢c. Bakal Paslon Perseorangan dapat menentukan desa/kelurahan
dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

Kekurangan jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan, wajb

dilengkapi pada masa perbaikan.

Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan

dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap

kepada KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan

sebanyak rangkap 3 (tiga), yaitu :

a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;

b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Paslon Perseorangan,
setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan
membubuhkan paraf dan cap basah;

c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten untuk arsip.

Dalam menerima perbaikan dekumen persyaratan Bakal Paslon

Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan prosedur :

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon yang diajukan oleh perseorangan; dan

b. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan
persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon Perseorangan.

Dalam melaksanakan prosedur, KPU Kabupaten mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen

Perbaikan formulir Model TT.2-KWK.
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Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan,

meliputi dokumen:

a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, tanda tangan atau
cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan; dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan
persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK
Perseorangan Perbaikan.

Perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang disampaikan

setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Paslon

Perseorangan, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan

dituangkan dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara

sebagaimana dimaksud pada angka 8 {delapan).

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

L.

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan
Calon

Dalam penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon :

a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan
persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima
perbaikan.

b. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon
yang telah dinyatakan lengkap ataun memenuhi syarat, kecuali
mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten, laporan tertulis
dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor
yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya
dan wuraian mengenai penjelasan obyek masalah yang
dilaporkan.

¢. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis

masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan
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melakukan Kklarifikasi kepada instansi yang berwenang atau
kepada Bakal Paslon Perseorangan.

d. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model
BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

e. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan
menyampaikan  hasil verifikasi kepada Bakal Paslon
Perseorangan.

f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon Perscorangan dinyatakan
belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal
Paslon Perseorangan tidak melengkapi dokumen administrasi
persyaratan Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal
Paslon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Paslon Perseorangan

a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan
dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 1 (satu)
dan angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf j.

b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan
mencapai paling sedikit 2 (dua} kali jumlah kekurangan
dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten
melakukan  verifikasi administrasi terhadap perbaikan
dukungan.

¢. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan,
tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan
dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan,
Bakal Paslon
Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi
syarat dukungan.

d. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap dugaan
dukungan ganda Bakal Paslon Perseorangan dengan prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 2 (dua)

huruf p sampai dengan huruf u.
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. Dalam hal pada verifikasi, terdapat dukungan ganda berupa 1
(satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada
Bakal Paslon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi
syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Paslon Perseorangan
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan
verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal
Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon
Perseorangan.

. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan
menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB Il
Huruf B angka 3 (tiga) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf
g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf 1, huruf m, huruf n,
huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan
huruf w.

. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan
rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana
dimaksud dalam BAB Il Huruf C,

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten
melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf D.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten, melakukan
rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal
Paslon Perseorangan dengan menempuh prosedur sebagaimana
dimaksud dalam BAB III huruf E.

. Berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten melakukan
verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal
Paslon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan
dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan
perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan memenubhi

syarat,
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m. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal
Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan
dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan
perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak

memenuhi syarat,

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan,
persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Grobogan
pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara
Penetapan Paslon.

Berdasarkan Berita Acara, KPU Kabupaten menetapkan Paslon
Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon Perseorangan
dalam rapat plenc terbuka.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewarnt Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan
pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan
Perwskilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang
mencalonkan diri dari Kabupaten lain wajib menyampaikan keputusan
pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati dan
Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh)} hari

sebelum hari pemungutan suara.
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10.

11.

12.

13.

Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati,

atau Penjabat Walikota wajib menyampatkan surat pemberhentian

sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30

{tiga puluh} hari sebelum hari pemungutan suara,

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib

menyampaikan Kkeputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh] hari

sebelum hari pemungutan suara.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud

pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak

dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses,

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Paslon Perseorangan vang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan

calon pengganti.

KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah

ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.

Rapat pleno KPU Kabupaten, dihadiri oleh :

a. Paslon;

b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan
Paslon;

¢. Tim Kampanye;

d. Bawaslu Kabupaten;

¢. Media massa; dan

f. Tokoh masyarakat.

Paslon Persecrangan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor

urut.

Bagi calon atau Paslon Perseorangan yang tidak hadir dalamn rapat pleno

dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan, pengambilan nomeor urut dan
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14.

15.
16.

1

18.

19.

20.

2%
244

PASE

24,

penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas

perwakilan dari Tim Kampanye.

Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa

surat mandat tertulis dari Paslon Persecrangan.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.

Nama lengkap Paslon Perseorangan pada daftar Paslon dan surat suara,

harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP Elektronik yang

bersangkutan.

KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar

Paslon.

Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan

Nomor Urut dan Daftar Paslon.

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang

telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan paling lama 2 (dua)

hari sejak penetapan nomor urut Paslon.

Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat.

Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Grobogan yang

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. mencetak surat suara

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan
suara.

Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara

hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi

kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari

pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta

kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa

kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
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26.

247 +

28.

Paslon Perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak
ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten.

Paslon Perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan
tidak dapat diganti.

Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Paslon Perseorangan
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemilihan.

Paslon Perseorangan yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor

urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan dapat

dilakukan, dalam hal :

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Berhalangan tetap, meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat

keterangan dari lurah /kepala desa atau camat setempat.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit

pemerintah.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan, dapat dilakukan pada tahap

sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau

b. sebelum penetapan Paslon.
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10.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf ¢, dapat
dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Paslon; atau

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum
hari pemungutan suara.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan hanya

dilakukan terhadap Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan

yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Persecrangan yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah
kedudukan:

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau

b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan karena dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan hanya dapat dilakukan pada masa

perbaikan.

Penggantian calon dari Paslon Perseorangan karena berhalangan tetap

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebaga
berikut:

a. Dalam hal Paslon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi
pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat
mengikuti Pilbup Grobogan;

b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama

7 (tujuh) hari sejak Calon Perseorangan dinyatakan berhalangan
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13.

tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

c. Dalam hal Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Paslon
Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dinyatakan gugur;

d. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan
tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 {dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon
perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon
dari paslon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, ditetapkan sebagai Paslon; dan

¢. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan
tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d,
KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Dalamn hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 10 {sepuluh)

huruf d, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Grobogan dengan salah

satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon
pescria Pilbup Grobogan.,

KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon Perseorangan

pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima}, dan menetapkan

Paslon Perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat

pengusulan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.

KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon Perseorangan

pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan

Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.
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BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI]

1. Paslon Perseorangan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pilbup Grobogan oleh KPU Kabupaten, apabila:

a.

Paslon Perseorangan dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan
dan/atau memberikan vang atau materi lainnya untuk memengaruhi
pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Paslon Perseorangan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Paslon Perseorangan terbukti menerima dan/atau memberikan
imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan

vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

. Paslon Perseorangan terbukti melakukan kampanye di media cetak

atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten.
Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi
Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.
menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah
Daerah untuk kegiatan Pilbup Grobogan sejak 6 (enam) bulan
sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon
Tepilih bagi Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai

Petahana.

. Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang

berstatus sebagai Petahana.

Pembatalan Paslon Perseorangan peserta Pilbup Grobogan, tidak

mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup Grobogan yang lain.
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BAB IX
TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kabupaten mengumumkan daftar Bakal Paslon Perseorangan
beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat
masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat, dapat disampaikan kepada KPU
Kabupaten pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau
media elektronik sampai dengan masa penelitian.

Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan
dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pilbup Grobogan merupakan sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU
Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten
tentang Penetapan Paslon peserta Pilbup Grobogan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara, diselesaikan melalui upaya
administrasi di Bawaslu Kabupaten.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten,
dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
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. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan
penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau
sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang memberikan
dukungan kepada Paslon Perseorangan.

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual,
terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Paslon Perseorangan dapat mencantumkan gelar akademik, gelar
sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan
pencalonan dan syarat calon.

Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi jjazah yang
telah dilegalisir.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa
penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sampal dengan
penetapan Paslon peserta Pilbup Grobogan, KPU Kabupaten dapat
memanfaatkan sarana teknologi.

Kepala Desa atau sebutan lain yang mencalonkan dirni secara
perseorangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan diri
yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat
pendaftaran.

Perangkat Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara
persecrangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan din
vang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat
pendaftaran.

Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain

wajib menyampaikan :
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10.

11.

12,

13.

a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat
pengunduran diri; dan
¢. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh
pejabat vang berwenang.
kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan
sebagai calon.
Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain
wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran
jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon
Perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah
dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak
yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat
Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi
syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VII angka 10
{sepuluh).
Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya
terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih
terdapat Paslon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan
perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal
Paslon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta
telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak
mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa
perpanjangan pendaftaran.
Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya
terdapat 1 {satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak

terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum
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14,

15.

mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon

perscorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah

mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar
pada masa pendaftaran.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 {satu} Paslon

yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Grobogan dengan

1 (satu) Paslon, apabila terdapat salah satu keadaan :

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu} Paslon yang
mendaftar;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan
hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat,
dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa
pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang
mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian
dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya
terdapat 1 (satu) Paslon;

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa
Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 {satu) Paslon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan
suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan
hanya terdapat 1 (satu} Paslon; atau

e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta
Pilbup Grobogan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 ({satu)

Paslon.

16. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Grobogan dengan 1 (satu) Paslon,

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur

tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon.
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17. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan perseorangan,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

18. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sckretariat KPU Kabupaten.

BAB XII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijjadikan pedoman

dalam Pencalonan Perseorangan Pilbup Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOQPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 18/PP.01.2/Kpt/3315/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020
A. SYARAT CALON
i. MODEL BB.1 KWK SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020

3. MODEL BB.3 KWK SURAT PERNYATAAN BERHENT! DARI
JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020
2. MODEL B.1-KWK SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL
PERSEORANGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
3. MODEL B.2-KWK REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN

PERSEORANGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN



4. MODEL B.3-KWK

PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DENGAN RPJP KABUPATEN GROBOGAN

C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1.

MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN

MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN

MODEL BA.3-KWK
PERSEORANGAN

MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN

MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
SEBARAN DUKUNGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
DATA PENDUKUNG DENGAN
PERNYATAAN DUKUNGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN PADA PILBUP GROBOGAN
TAHUN 2020

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
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10.

11.

12,

MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN

LAMPIRAN MODEL
BA.5- KWK
PERSEORANGAN

MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN

LAMPIRAN MODEL
BA.6- KWK
PERSEORANGAN

MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN

LAMPIRAN BA.7-
KWK
PERSEORANGAN

MODEL BA.8-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SURAT PERNYATAAN TIDAK
MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KECAMATAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KECAMATAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020¢
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEQORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
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13. LAMPIRAN BA.8-

KWK
PERSEORANGAN

DI TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN

D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1.

MODEL TT.1-KWK

LAMPIRAN MODEL
TT.1- KWK

MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN MODEL
TT.2-KWK

MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN MODEL
BA HP-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

LAMPIRAN TANDA TERIMA
PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPAT! DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020
LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN
PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2020

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON PADA FPILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

LAMPIRAN BERITA ACARA  HASIL
PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
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PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2020
7. MODEL BA.HP BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERBAIKAN-KWK PERBAIKAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2020
8. LAMPIRAN MODEL LAMPIRAN BERITA ACARA  HASIL
BA.HP PERBAIKAN- PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
KWK ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2020

E. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN
1. MODEL BA.1-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERSEORANGAN PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN
PERBAIKAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN PADA
PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
2. MODEL BA.2-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
PERBAIKAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
3. MODEL BA.3-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
PERBAIKAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL
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MODEL BA .3.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

LAMPIRAN MODEL
BA.5- KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN
MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

LAMPIRAN MODEL
BA.6- KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

PEMILIH PEMILIHAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020 OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA

SURAT PERNYATAAN TIDAK
MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2020

REKAPITULAS] DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020 DI TINGKAT
KECAMATAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON
PERSEQRANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020 DI TINGKAT
KECAMATAN
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10.

11.

12.

13.

F. FORMULIR

MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

LAMPIRAN MODEL
BA.7-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

MODEL BA.8-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

LAMPIRAN BA.8-
KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

SYARAT

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020 DI TINGKAT
KABUPATEN GROBOGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULAS] DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020 DI TINGKAT
KABUPATEN GROBOGAN

REKAPITULAS] DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020 DI TINGKAT
KABUPATEN GROBOGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020 DI TINGKAT
KABUPATEN GROBOGAN

CALON

PENCALONAN PASANGAN

PERSEORANGAN PERBAIKAN

1.

MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

66



2. MODEL B.2-KWK REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
PERSEORANGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERBAIKAN PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2020

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS] PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum
°

vubaviskala s
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q' MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah i ¢

Nama

b. NIK

¢. Jenis kelamin

d. Pskerjaan

¢. Tempat can tanggal | s fanimmsisssiiama gl sopmsmeeetaliln
lahir/umur-

{. Alamat tempat tinggal

nieny atikan dengan sebenarnya bahwa saya

A, UMUM
1. bertacwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

3. tidak mernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yvang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum: pernah menjaba: sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2
{dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan
Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam
Pemil-han;

5. belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di
daerah yang sama;

6. tidak akar mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*)
Grobogan;
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B, KHUSUS

Beri centang
pada kolom
ini

Uraian Status Khusus =

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis)

——————————— ———

Terpidana karena alasan politik

Terpidana yvang tidak menjalani pidana dalam
penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan
kevada publik bahwa saya sedang menjalani pidana

tidak di dalam: penjara

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendafiaran dan bukan Mantan Terpidana
bandar narkeba atau Mantan Terpidana kejahatan
seksual terhadap anak

Mantan Teroidana vang telah selesai menjalani pidana
penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5
(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
Mantan Terpidana bandar narkoba atan Mantan
Terpidana xe’ahatan seksual terhadap anak, serta
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik behwa saya acalah :

a. meantan terpidana; dan

b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Bersedia herhent: dari jabatan saya sebagai
Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/
Walikota/ Wakii Walikota*) dari provinsi lain

Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara
selara masa Kkampanye bagi Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di provinsi yang
sama

Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran
dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai
Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon

Zalor..

Bersedia mengundurkan dirl sebagai sebagai Anggota
DPR,;/DPD/DPRD= sejak ditetapkan sebagai Pasangan

Sersedia mengunduiirkan dirl sebagai Anggota Tentara '
Nasional Indonesia sejak ditetapkan  sebagai
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.Pasangan Calon.

ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Pd:a'lgan Calon.

sejak chtetapkan sebagal Pasangan Calcm

Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  sejak

Bersedia mengundurkan diri sebagal Pegawai Negeri

Slpll se Jak dltetapkan Sebagal Pasangan Calon.

Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala
Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai

Bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa

Bersed:a berhenti dari jabatan pada Badan Usaha
Mi.ik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak |

ditetapkan sebagal Pasangan Calon

Bersed:a berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, |
KPU Kabtupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, |
Bawzaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK

dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digune kan sebagaimena meastinya.

Bupati*)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/ Wakil

| MATERAIL

€.000

2. Beritznda | ¥ ] pada kolom vang tersedia jika sesuai,
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

[ MODEL BB.2 KWK

CALON BUPATI/WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

A. Data Pribadi

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

' NIK |

Usia

Alamat Tempat Tinggal

No. Telpen/HP

Email

Jenis Kelamin Laki-laki/Perampuan®}

Status Perkawinan

I-_:awin/ Belum Kawin/ Pernah Kawin *)

Agama

== —

NPWP

= e —

Hobi |

Moto Hidup

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Farmal

Jenjang Inssitusi Tahun (masuk - lulus}
] L -‘-“-'_-"!.‘ LFLE] [ R mhenl O -'_mﬂr:_.__:
| Reipien sl ) idbiulbai:
Jenjang [ Institusi Tahun




C. Pengalaman Pekerjaan*¥)

i Jabatan Institusi | Tahun
D. Pengalaman O -ganisasi **)
Jabatan | Institusi Tahun
E. Publikasi **)
- Judul Tahun Terbit
L ST = —
F. Penghargaan **}
— e I == |
NamaPenghargaan | Institusi ] Tahun

G. Data Keluarga

| Hubungan Kelnarga i ﬁHnma.’], 3 ,!.,;_';,;5!. i n’_m g
Istri/Suami
Jumlah Anak
~Anak = 1 S
5 2.5
~3.cst




H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*)

dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Grobogan

20

Yang Membuat pernyataan,

: ) .,
Materai Calon Bupati/ Wakil Bupati?)

6.000

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

**| dimulai dari tahun yang lebih awal
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i

MODEL BB.3 -KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA

MILIK NEGARA {(BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yar.g bertanda tangar. di bawah ini :

a.

Nama

NIK

Nomor Pegawai

Jenis kelam:n

Tempat dan tanggal e R e Seseats; - tahun
lahir/umur

Alamat tempat tinggal

menvatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan
pada BUMN/BUMD ™). e serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang
berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimeana mestinya.

MATERAI
6.000

Keterangan:
*) Wajib diisi oleh czlon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan

paling lembat 5 (lima) hari sejax penetapan pasangan calon.

** pLib salak satc.
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MODEL B-KWK

PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
bersama ini kami Pasangan Calon :
1. Nama Calon Bupati:

2. Nama Calon Wakil Bupati:

mengajukan diri dan mendaf:arkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan dengan jumlah pendukung ... orang (......... %) dari jumlah
pemilih, yang tersebar di ... leverreeennee %) Kecamatan scbagaimana dimaksud
dalam Keoutusan KPU Kabupzten Grobegan Nomor 96 /PL.2.2/Kpt/3326/KPU-
Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Dan
Perschuran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020.

Surat pencalonan ini sebaga: bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon
Buapti dan Wakil Buapti, dan Zilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian
dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Grobogan serta
dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum,

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

_________Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai
6.000

Keterangan :
*) Pilih salah sata



MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) Kabupaten /Kota*)
Kecamazan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama

NIK

Jenis Kelamin

Alamat

RT/RW

Ternpat Lahir

Tangzal Lahir

Pekerjaan

Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin®)

PN U P BN

dengan ‘ni menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pericalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, atas
nama:

1. Calon Bupati:

Sebagai bukti dukurgan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan cukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik/surat keterangan vang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini  dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya
bersedia mempertanggungjeawabkan secara hukum sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilihan
dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

e W e — |
Yang Membuat Pernyataan

Keteranpgan :
*) Pilih salah satu



MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati
dan Waki! Bupati Grobogan Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data ssbagai berikut:

Jum.ah pemilik di Kabupaten Grobogan sebanyak 725.790 orang;

Jumlah Kecamatan sebanyak 19 Kecamatan.

Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Grobogan sebanyak 54.435 orang dan 11 Kecamatan;

4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan ........... orang
(.....%);

5. Dukungar Pasangan Calon Perseorangan tersebar di Estdcasas Kecamtan
atau sctara dengan (.........%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

N Hama Kecamazan | H'Ei ! ‘
| Kelurihan/Desa ' |
1 2 4
1 3 't
R [
o o 3. IS Lo s ptmmpwn st
= = = | :
P T (v P Er S Qrang
= g — . AT E crang
o o 3. dstisresccrsgrrnmsnes. | smsristasgssaane. orang
————1_= x i B
R o R orang
T a— = AT AN TR [ TR O orang
[ St | ahias et OTang

T T R R TR T R T



|2 [ ot R Ak [EEEEE— b TANg
) 2 e OTANE
B 3. dst.... : ciee-OTANE

Doeinikian  Rekapitzlasi  dukungan  ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

-------- T R P R PR L R AR AR R LR

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

| Materai
‘ 6.000

(J I B e 1 )



-

MODEL B.3-KWK
PERSEORANGAN

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, M1SI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020 DENGAN RPJP KABUPATEN
GROBOGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon 3apat.:

Nama Calon Wakil Bupati :

menvatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
Perseorangar. Pem”inan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,

telah  sesua: dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten Grobogan.

Demikian sura: pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestnya.

ina 205

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai,
6.000



:F- MODEL BA.1- KWK
lLL PERSEORANGAN

ﬂ

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Pada hari ini sassssiess tanggal iivsrmrisss DUIAN wepmaaesess; 18OAUN dUa
ribu tajuh belas 2ertempat di ...ooooovvveiiiiiiiiiiiiienn. . KPU Kabupaten
Grobogan telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran
dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogean, azas nama :

1. Calcn Bupati

2. Calcn Wakil Bupat: :

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perscorangan, KPUJ Kabupaten Grobogan melakukan Kkegiatan sebagai
berikut:

a. melakuxan verifikasi terhacap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli hardeopy formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;

b. melakuxan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Persecrangan;

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
teré¢apat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran
dukungan Pasangen Calon terszbut, sebagai berikut :



1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-

KWK Perseorangan sebanyak ... orang dan tersebar di
...... % Kecamatan di Kabupaten Grobogan atau sebanyak ...
Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat*) jurilah minimal dan sebaran dukungan.

Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Ninas Kependudukan Catatan Sipil vang menjadi lampiran Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ................. pendukung, serta
dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah
minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam sofcopy formulir Model B.1-

KXW Perseorangan sebanyak ... orang dan tersebar di
%, Kecamatan di Kabupaten Grobogan atau sebanyak ...........

Keramatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Grobogan,

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) ranggap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rang<ap untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan;
3. 1 {satu) rangzap untuk arsip KPU Kabupaten Grobogan.
KPU Kabupaten Grobogan
NO NAMA | JABATAN TANDA TANGAN
™ - ' Ketua
i 2 o - Anggota
| 3_ T - - Anggota_ | T
. 9. B - Anggota
) === F_Lnggot;. : |
Keterangan :

")

Pilih salah satu;



MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PADA PILBUP
GROBOGAN TAHUN 2020

Pada nart mi e tanggal ................ bulan ... Tahun
dua ribu tujuh belas bertempat di ... , KPU Kabupaten
Grobogan telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
pendukung dengan bukti pernyatan dukungan dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati

2. Calon Wakil Bupati ;

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Bakal Paszngan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan,
KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama,
jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada
forrulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan vyang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil;

9. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah

Pemilihan;
ver nikast kelengkapan lamnpiran dokumen dukungan;
verifikasi kesesuaian alamat pendukung  dengan wilayah

administrasi PPS3;

5. verifikasi idertitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan
syarat usia pendukung dan/ataa status perkawinan.



Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
tersebut di atas sebagai berikut :

TAB
EL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK
PERSEORANGAN

No Urpian Lo N i e
: .3 et

1 Pendukurg vyang digjukan oleh Bakal

Pasangan Calon Perseorangan R T

2 | Pendukung yang dicoret karena nar-r;a,
alamat  dan  NIK  pendukung vang#
bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyatsan dukungan (Formulir NModel
3..-KWHK  Perscorangan) tidak sesuai
secara ryata dengan [otokopi identitas §8
kepend._dukan.

3 | Pencaukung yang dicoret kzregam F
vang tertera pada identitas kependudukan #§
pendukung vang bersangkutan  tidak| |
sesuail dengan daerah pemilihan.

4 "Perdu kung ;',arig dicor=t karena rtidak} :
ditemuxan fotokopi idenititas § &

kependudukan sebagai lampiran surat :
sernyatazn dukungan (Formulir Model

3.1-KWK Perseorangan).

5 Pendul«:‘:ng yang dicoret karena alamat [}
yang tertera pada identitas kependudukan

pendulung vang bersangkutan udak !

sesuai cengar. wilayah administrasi PPS.

6 Pendukung yang dicere: dan dinyatakan |
tidak memenuhi syarat karena tidak|

memer..1hi syarat usia.

Penduklag vang dinyatakan Memenuhi|

'
el

Syarat Berdasarkan  Hasil Verifikasi &
(Nomor _-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6})




3
Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verifikasi:

| kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandarangani oleh Ketua dan Anggota KFU Kabupaten
Grobogan.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satul rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Grobogan;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Grobogan.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN |
Y o ' : Ketua

2 Anggota |

3 - Anggota |

7 . Anggota |

5. | - Anggota |




MODEL BA.3.1-KWK

PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Paca hari ini .............. tanggal ............... bulan ............... Tahun dua
ribu tujuh belas bertempat di...........oooeill. , Dinas Kependudukan dan
Coraran Sipll kabuapater. Grobogan telah melakukan penelitian kesesuaian
antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Cetatan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan
pemiliaan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupa:i :

Hasil klarifikasi terhzdap jumlah pendukung yang tidak tercantum
dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

" No Uralan _
; L ""-t.i wog iy --.l--d.l;‘:\-'\'.:i'-}-'i-|
I Jumlah Pendukurg yang status kependudukannya |

kenar.

2 Jumlah Peadukurg yang status kependudukar?n-ya.
tdak benar,

3  Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan

status kependudukannya.

Dernikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan S:pil Kabupaten Grebogan.



Berita Acara ini disampaikan kepada :

1.

[

1 (satu} rangkap untuk KPU Kabupazen Grobogan; dan
1 {satu) rangkap untuk arsip.

. 20...
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Grobogan



MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKAS] DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN
TAHUN 2020

Fada har ini .............. tanggal ..o bulan ....oooveeeenen Tahun dua
ribu tujuh belas bertempat Clo...oocvviiiiiiii, , KPU Kabupaten
Grobogan telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Grabogan Takun 2020, atas nama :

1. Calon Bupat :
2. Calon Waki!l Bupatu

Verifikasi terhadap dugean kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perscorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu} kali kepada 1
(satu) Pasarngan Calon perszorangan; atau

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 ({satu)
Pasangan Calon perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang
dinyatakan memsnuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara
Maodel BA.1 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No Uraian » & oo sl ol

1 Pehciukung_;ang dinyatakan memenuhi syarat {(MS)

sebaga:mara tercantum dalam Formulir Model BA.2-
KW Perscorangan.

[\.')I

Pendulung vang memterikan dukungan lebih dari 1]
|lsatu) kal: kepada 1 (sabl) pasangan calon
perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung
. (satu} dukungan.




I~

Pendukung vang memberikan dukungan kepada|
lebih dari 1 ({satu) pasangan calon, dan sementara
tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan
verifikasi faktual status dukungannya oleh PP3.

Peﬁduku11g Pasangan Calon Perseorangan yang
dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi
jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1i
(satu) dukungan. | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing razgkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten
Grobogan.

Beriza Acara ini disampaikan kepada :

1.
23
3.

I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perscorangan;
1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK; dan
1 {satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Pznggota

Anggota




MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL
TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ... tanggal ..o bulan ......c.c..c...  tahun
dua ribu oo bertempat di ....ooovivninnnn, Panitia Pemungutan Suara
(PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dan
hasil veriiikasi dugaan kegandaan Baka. Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

4 Merd wangt setiap  tempat  tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan;

b. Berkcordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung
bakal »asangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencncokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
penduzung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;



¢l

Mencocokkan kebenaras narma dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu den tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
akhir verifikasi faktual;

Meticocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasargan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Mcdel BA.4-KWK Perseorangan.

Hasi. penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan sebagai berikut:



TABEL I PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

P A g ..r_‘-_ ] -..1

NO KRITERLA = ¢ f 30 f S lE
i il

&k E

1 'Pendukur_g Bakal DPasangan Calon Perseorangan yang
mendakung 1 (satu) bakal pasangen calon dan menyatakan
| dukungarnya.

2 | Pendukurg Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak |
menyatakan dukungannve dan :idak bersedia mengisi serta
membubuhkan  tanda  tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Madel BA.5-KWK Perseorargan.

3 | Pendukurg Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempo! pada Formulir Model
B.1 KWK Perseorangan dan menvyataxzan dukungannya serta
berszdia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada
kolom tanda tangan atau cap jempo..

4 PendLkurg Bakal [Pasangan Calon Perseorangan yang |
memkberikan dukungan kepada ebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebaga:rmana tercartum dalam Formulir Model
BA.4-KWK Perseorangan Tekbel I angka 3 dan menyatakan
dukungarnya kepada saleh satu bakal pasangan calon
perseorangan .

S5 | Pendukung DBakal Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan lsbil dari . (satu} kali kepada 1 (satu)
ool pasanean ealon werseorangar vang dukungannya hanya
dibitung 1 ({satu) dukungan wang ditemukan pada saat
penelitian falktual, dan menyatakan mendukung.

6 lendukung Bakal Fasangan Cezlon Perseorangan yang
memberikan dukungan lsbil. dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
bakal pasangan calon Jersearangas yang Jukungannya hanya |
dihitung 1 (satu) dukungan pang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menvatazan tidak mendukung serta
tidak bersedia mengisi Fermulir Model BA.5-KWK Perseorangan

7 | Pendukung Bakal Pasangan Calsn Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungarnva dan bersedia  mengisi  serta
membuburkan tanda tangar/cas ‘empol pada Lampiran
Ferraulir Mb>del BA.5-KWK Pefseorangan.

8 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubulkan tanda tangarn/cap jempol pada Formulir Model
VOl RW R Terseorangan b aneny: trkar tidak mendukung serta i
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda |
tangan/cap: jempol pada Lampirar. Formulir Model BA.5- KWK
Perscorangan.

9  Pendukung Bakal Passngan Calon Perseorangan yang
dinyatakan tidak memenuhi svaral karena status pekerjaan
sebagai FNS, Anggota TMI/Polri, KPJ, KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan KPU/XIP Kabup=ztan/Kota, PPK, PPS, KFPPS, Bawaslu,

Bawaslu  Provinsi, Panwaslu  Kabupaten/Kota, Panwas

Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara

Pemilihan dan Pengawas Pemilinan, serta Kepala Desa

=k




| 10 | Pendukung Pakal Pzsangan Calon Perseorangan yang
memberikan  dukurgan kepada lebih dari | {satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercentum dalam Formulir Model
BA.2-KWK Perscorangan Tabel | ang<a 3, dan menyatakan tidak

| mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model
| BA.3 KWK Perseorangarn.

11 | Pendukung Bakal Pasangar. <Talon Perseorangan yang
memberikan dukungan lebit. dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
bakal pasangan calon persecrangan yang dukungannya hanya
dihiturg 1 (satu) dukungan yzng ditemukan pada saat
peneliten faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia mengisi Formulir Model B.5-KWK Perseorangan.

12 | Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada
lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

—— i

13 | Pendukung yang menyatakan tidak tenar mendukung lebih dari
1 {satu  pasangan calen perseorargan tetapi tidak bersedia
mengisi Lampiran Formulir Model EA.S5 KWK Perseorangan.

14 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
dinyatakan tidak memenuhi svarat karena penyebab selain
angka 7 s.d. 13

15 | Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual

B. Data Kehadiran Pendukung :

1. Pendukang yang dapat ditemui sebanyak..................... orang.
2. Pendukang yang tidak dapat ditemui sebanyak......................orang.

Seianjatnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut hurul B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon

dan o Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian

faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada
waktu dar tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual

lanjular. pertama tersebut sebagai berikut:



TABEL 11
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A, Hasil

NO KRITERIA
M8

1 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan
dukungannya. |

Pendukung Baxal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak|
meryatakan dukungannya dan ticak bersedia mengisi serta |
membupbuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.

]

3 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Maodel
B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta
bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada
kolcm tarda tangan atau cap jempal.

4 | Pendukung Bakal IPasangan Calon Perseorangan yang
mernherikan  dulungan kepada lebih dari 1 ({satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercartum dalam Formulir Model
BA 4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan
dukungannya kepada salah  satu bakal pasangan calon

[ seobid ISRy

5 Pendukung Bukal Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikar. dukungan lebih dari 1 {satu) kali kepada 1 {satu)
bakal pasargan calon persecrangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu} dukungan yang ditemukan pada saat
peneiitian faktual, dan menyatakan mendulkung. |

6 | Pendakung [Cakal DPasangan Calon Perseorangan yang:
memoerikan dukungan lebih dari 1 (satu} kali kepada 1 (satu)
baka. pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dih.tung 1 (satur dukungan Yyang ditemukan pada saat
penetitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta |
tidak bersedia mengisi Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan '

7 | Perdukung Bekal Pasangar. Calon Perseorangan yang tidak
meavatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta
b byl b tanda  largan/eap  jempol  pada  Lampiran
Formulir Mcdel BA.5-KWK Perscorangan

8 | Pendukung Baka! Pasangan Calon Perscorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempel pada Formulir Model
3.1 KWK Perseorangan dan rmenyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempel pada Lampiran Formulir Model BA.5- KWK
Perseoragan.

9 | Pendukung Baka! Pasangan Calon Perseorangan yang
dinyatakan tlidak memenuhi syarat karena status pekerjaan
sebagai PN3, Anggota TNI/Polri. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan KPU/KIP Kebupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu,
Bawaslu  Provinsi, Panwaslu  Kabupaten/Kota, Panwas

Y3 e ks I =T Y T™V e e ceum o
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10 | Pendukung DBakal Pasangan Calon Persecrangan yang
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimanz tercantum dalam Formulir Model
BA.2-KWK Perseorangan Takel ] angka 3, dan menyatakan tidak

| mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model

_BA.3 KWK Perseorangan

11 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
memberilkan dukungan lebih dari 1 (satu} kali kepada 1 (satu)
hakal pasangan calon PErseoTANEAN yang dukungannya hanya

likitupe | (satu] dukungan yang ditemukan pada saat
melitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta
ersedin mengisi Formulir Model B.5-EWh Paraseorangan.

12 | Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada
lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangar.

13 | Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari
1 {satu) pasangan calon parscorangan tetani tidak bersedia

Mgt Laanpiran Formuliv todel BALS KWK Porseorangarn.

14 | Pendukung Bakal FPasangan Calon Perseorangan yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain

aneka 7 s.d. 13

15 | Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama |




B. Data kehadiran Pendukung :

NO

| dukungannyi

kolym tanda tangan ataa <cap jempe |

tidak bersedia mengisi Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak.................... orang.

2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak..................... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui
sebagzimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke
Kantor PPS untuk ditakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil

perelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

Hasil

KRITERIA e
MEB TMS

Pendukunz Bakal Pasengan Calon Perseorangan yang
mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan

Perdukung Bakal Pasangan Calon Persecrangan yang tidak
menyatalian dukungannye dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formu.ir Model BA.5-KWK Perseorangan. |

=

Per.dukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak |
me:nbubuhkan tanda tangan/cap jempel pada Formulir Model
B.1 KWK Persecrangan dan menyatakan duxungannya serta
bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada |

Pendukung Bakal Paszngan Calon Perseorangan yang|
memberikan dukungan kepada Jebih dari 1 (satu] bakal |
pasangarn calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model
BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan
ducuneannya kepada salah satu bakal pasangan calon
perseorangan. |

Pendukuryg Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang'
memberixan dukungan lebin dari 1 {satu) kali kepada 1 (satu)
bakal pasangan calon persecrangan yang dukungannya hanya
dititurg 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.

Pendukung Bakal Passrgan <Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan lebih dari 1 {satu) kali kepada 1 (satu)
baxal sasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu} dukungan yang diternukan pada saat
penelizian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta

Penduxung Bakal Pasangen Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi  serta

T om e om F e s




8 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan;cap lempol paca Formulir Model
B.1 KWK Perseorangan dan menyatatan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi can membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Mode! BA.5- KWK
Perseorangan.

9 | Pendukung Bakal Pasangar. Calon Perseorangan  yang
dinvatakan tidak memenuht syarat karsna status pekerjaan
sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, PPL, Pegawai Kesegretariaian Penyelenggara
Pemilihan dan Pengawas Pemilinan, serta Kepala Desa

10  Pendukung Bakal Pasangan Calcn Perseorangan yang
memberikan dukungan kepada lepih dan 1 {satu} bakal
pasangan calon sebagaimara tercanium dalam Formulir Model
LA, 2-WWEK Perseorangan Tabel | anzka 3, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedin mengisi Lampiran Formulir Model
BA3 KWK Perscorangen.

11 Pendukung Balkal Pasangan Calon Persecrangan yang
memberikan dukungan lebih dari 1 {satu) kali kepada 1 {satu)
bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu] dukungan yang ditemukan pada saat
penclitian faktuel, den menyataker. tidak mendukung serta
bersedia mengisi Formulir Model B 2-KWK Perseorangan.

12 Pendukung yang menyatakan kebzparan dukungannya kepada
lebih dari 1 (satu’ pasangan ¢alon perssoraagan

13 Pendukung yang menyatakan tidek benar mer:dukung lebih dari
1 (satu) pasangan calon PErsecrangan tetapi tidak bersedia
mengist Lampiran Formulir Mode! BA S5-KWEK Persecrangan

l4  Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain
angka 7 s.d. 13

15  Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret
dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai
dengan batas waktu terakhir masa verfifikiasi faktual

16 = Pendukung Hasil Penelitian Faktua. Lenjatan Kedua

B. Data kehadiran Pendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ..... vt oo B OTANE.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ....ocoooiians . Orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I,

Tabel Il dan Tabel 1II, disimpulkan hasil sebagai berikut :



Tabel IV

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian

—

MS

TMS

Jumlah keseluruhan hasil
pene itian faktual

—m

Tabel 1 MS - Tabel Il MS +
Tabel IlI M3

Tabel [ TMS + Tabel II TMS +
Tabel III TMS

Demikian Berita Acara i dibuat dalam S (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS,

Berita Acara inl disampaikan kepada :

1. 1 (sata) rangkap untux bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap un:uk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
bakal pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satua) rangkap untux KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

4, 1 {sata) rangkap untuk PPL; dan

w

1 {sara) rangkap untuk arsip PPS.

NO ~ NAMA | JABATAN TANDA TANGAN |
T - Ketua '
2 | Anggota |
3. Anggota
Keterangan :

*) Pilik salah satu



LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK

PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a, Noma
b. Nomer KTP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Umur e e e | eta

e. Jenis Kelamin

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2918 , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur

7 Bakal Calon Wakil Gubernur :

dan bersediastidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Sarat Pernyataan ini

. 2019

Yang membuat pernyataan

Keterangan:
*) Pilik. salah satu.



MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari il .....ccoeve, tanggal ..o.ooceiininn bulan ......c.coieve Tahun dua ribu
.................... bertempat di voivcvvieeeneeeiniiininnnny PPK ccies. telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan berdasarkan hasil
penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal
Pasangan Cezlon Perseorangan atas nama !

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ... telah melakukan
kegiatan sebagai berikut .

1. Rekap:itulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktunal yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari
pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2
D “*: PPK menerima dan melakukan pembetulan.

[ ] Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim ZPenghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
I{ecamatan.



[RS]

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran
Formulir Madel BA.6 KWK ~Perseorangarn.

Hz sil rapet pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan d. tingkat kecarnatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai beri<ut:



', RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERS

URAIAN

h pendukung Bokal FPasangan
Perseorangan yang memenuhi
berdasarkan hasil penehnian

1 oleh PPS sebagaimana tercanturn
jumlah ukhir pada Tabel IV kolom

ada Formulir Model BAD KWK
WENPFHTY untuk sctiap
selurahan.

h pendukung Bakal Pasangan

Perseorangan yang dicoret dan
memenuhi syarat karena adanya
stan dan dilakukan pembetulan
PK.

h pendukung Bakal Pasangan
Perseorangan yang ditambah dan
nuhi syarat karena adanya
atan dan dilakukan pembetulan
PK.

Desa/Kel

th pendukung Bakal Pasangan
Perseorangan hasil rekapit i
ngan tingkat kecamatan yang
takan memenuhi syarat.

+No.3) - No.2)

DesafKel

TABEL 1

DesafKel

I
DesafKel

EORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

- | .
Desa/Kel | Desa fKel

DesafHel I

Dst.

|
JUMLAIIL |




TABEL 11
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

'?T'-Ii:I| 0 EECHM:-. 1' 1.

| 1 | civrmsivmnnsomsmcmsnsnnasiziacras Bl esentivmns bosewe U esmmineesssssa orang
B iiseisemrsiaissins | aseaseseersssimmaimasiess orang
[
c. dEtiiiiemmmirniss | amssssesssnepean by orang

Demikian Berita Acara in: dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandataagan: oleh Ketue dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan,
2 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota ;

3. 1 {satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK s e o
' NO ' NAMA ' JABATAN TANDA TANGAN
1. - Ketua
|_2. ' ' Anggota
B T - Anggota
_ ZHE iy o R Anggota
5. | ' ' Anggota

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

'k‘k]

Beri tanda [V] pada <otak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



LAMPIRAN MODEL BA.6-

KWK PERSEORANGAN
pe———

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULAS] DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KECAMATAN

Dalarm prosss Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di
[CECAMATELL  ee v oeene et aeiaermranas carameaes Kabupaten/Kota*] ..o
Provinsi Jawa Tengah. telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau
pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangar. Calon Perseorangan *} :

..........................................................................

..............................................................................

........................................................................

BAKAL PASANGAN CALON/ PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ........
TIM BAKAL PASANGAN CALON *} KETUA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan :
*} Coret yang tidak Periu.

") Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila
terclapct keberatan deri Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Persecrangan diandatangani bersama oleh Bakal Pasangan
Calon Persecrangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



MODEL BA.7-KWK

PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA |

e — ———

Il

Pada hariini ........c..... tanggal ................ bulan ... Tahun dua ribu

...................... bertempat di .o KPU Kabupaten/Kota*)
telah melakukan rapat pleno rékapitulasi dukungan
Bakal pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan @ oleh PPK terhadap
dokumen Jdukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/ Kota,
KPU Kabupaten/Kota*) ...cocoovvnireeiens telah melakukan kegiatan sebagai berikut

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada) keberatan dari bakal
pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2
rl___l =*): KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

E] Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia
*] mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran

Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perscorargan i tingkat di tingkat Kabupaten /Kota, berdasarkan hasil
rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai benkut :



\PAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

URALAN
ah pendukung Bakal pasangan calon
orangan vang memenuhi svarat

isarkan  hasil rekapitulasi dukungan di
nt IKecamatan sebagaimana  lercantumn
a Tabel l angka 4 Formulir Model BA.6- KWK
orangan dikurangi dengan dukungan

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
wsarkan hasil koordinasi dengan
ikeapll  (TMS Dukcapil), dan  setiap

natan.

an : khusus untuk Pcmilihan Gubernur dan
! Gubernur tidak perlu dikurangi TM3

apil

ah pendukung Bakal pasangan calon
orangan yang dicoret dan tidak memenuhi
t karena adanya keberatan dan dilakukan
wtulan oleh KPU Kabupaten/Kota.

ah pendukung Bakal pasangan calon
orangan yang ditambah dan memenuhi
.t karena adanya keberatan dan dilakukan
retulan oleh KPU Kabupaten/Kota.

ah pendukung Bakal pasangan calon
orangan hasil rckapitulasi dukungan
at Kabupaten/ Kota.

1+No.3) - No.2)

TABEL 1

T KEC. .

| KEC.

KEC.

KEC. waiii

KEC, Dst.

JUMLAH




NO KABUPATEN /KOTA

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

LY R
|

[T I [ e orang

C. OSlymsnmrainifie ||  fmocomsmesssisasksnsisketh orang

Berdzsackan Tabel 1 dan Tabel [1 rekapitulasi dinyatakan:

I
2

pemenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,

Jumiah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak
............... pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 {dua) kali
duri ‘umlah kekurangan dukungan sebanvak ... .. pendukung,.

Memenuhi/tidak memenuhi®) jumlah sebaran dukungan.

Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan
sebanval v Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Rerita Acara .11l disampaikan kepada !

|
i

-
L

K

[

L W

wn

NO NAMA

] [sulu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Persecrangan sebagal dokumen untuk
melakukan pendaftaran;

1 1satu) rungkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;

1 isatu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

KPU KABUPATEN/KOTA*) .......... PETTTTTTTTTTT LT e e

JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

| ~ Anggota

[ -_fmggota

Anggota

A-r-lggota

Keterangan :

")
w\k}

Pilily salah sat.

Beri tanda [v] pads kotak vang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



LAMPIRAN MODEL BA.7-
KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN

Dalam proses Rekapitulasi Dukurgan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten/Kota”)

reveier.. Provinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *}
kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon

Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

2 Oiiana



BAKAL PASANGAN CALON/TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM
BAKAL PASANGAN CALON *) KABUPATEN/KOTA¥)

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Keterangan :
*1  Coret yang tidal Perlu

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditar.datangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan
apabila terdapat kebsratan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perssorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/T.m Bakal Pasargan Calon Perseorangan dan Ketua KPU
Kab.apaten/Kcta.



1."

L

MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

—_—— —=-+—4 8+ & 8§ + 3 ¥ § F 4 X 0 I B0 R B9 8Ftdgga—t-t—aad—a-F 414 0 0 b |

Bahwa pada hari .. ... tanggal oo o35 U0 o " TOURRIPI AR
Tahun dua ribu ... , telah diterima dokumen persyaratan

pencalonan dan gersyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas
nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati @ ...
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupatl : ..o e,

Yang berisi jenis dosumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Calorn Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

. 20..,

vang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nema Lengkap dan Tanda Tangan  Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN MODEL
TT.1-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

1 Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama Oyl
Alamat PO - . -5 3
Nomor Telp D eeecssenas enas ses s ORRSERSG
2. Identitas Bukal Calon Wakil Bupati:
Nama PR 11
Alamat E R R R
Nomeor Telp e R S B K R N

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari

Tanggal

Pukul L L L B S F W e o —

A, SYARAT PENCALONAN

T— SO — — e

.| HASIL PENELITIAN Wﬂammm | kETERANGAN-

sl L | L iLe

” . Model BAS I(W Perseorangan

2 Model B KWK +'F"erseorangan
3 Modcl B.3. KWK-Perseorangan = § {keubsuhean
Lk, dokumen diteliti
o b < pada masa
= v i‘._’]k" P verifikasi)




B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI:

NO

—

" d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana

JENIS DOKUMEN l
|
Model BB.1 KWK |
Model BB.2Z2 KWK |
Keputusan pemberhenuan dan pe@abal  berwenang apabila Calon adalah
Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, |
Buawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten /Kota. |
Surat keterongan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan puatusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negert yang
wiliyah hukumnya meliputi tempat Linggal calon =
Siral keterangan dipidana karena kealpaan ringan [culpa lewis) atau alasan !'
politik berdasarkan puiisan pengadilan yang telah memperolen  kekuatan |
hukum tetap dari pengadilan negen yang menjatuhkan putusan, bagi hakal |
calon yang permab dipidana penjara karena kealpaan ringan [culpa levis) alau
alasan palitik
Bagi Bakal Calen dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam
penjara ; e o
a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal ataw nasional
yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai tcrpidana yang tidak menjalani
prlana dalam penjara
b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional [kliping surat kabar]
c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum teiap

dalam penjara e — —
Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal
bakal Calon adalah mantan Terpidana yang telah selesaw menjalani masa
pidananya paling singkat 5 {lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan lerpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak

HASIL PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN

ADA

DOKUMEN
| TIDAK
ADA

KETERANGAN ;

Kealpaan
ringan/alasan
politik®)

_|




10.

11

12

13

|
|

_pernah/tidak pernan melakukan perbuataan tercela dari Kepolisian dacrah

bersangkutan terdaftar sehagai wajib pajak :

_c¢. Tanda bukti tidak mempunyii tunggakan pajak

Dalam hal balal Calon adalah Maontan Terpidana vang teloh selesai menjoloni |

pidana penjara teiapi helum melampaui paling singkat 5 {lima) tahun sehelum

jadwal pendaftaran dan bukan manwan terpidana bandar narkoba atau |

kejahatan seksual terhadap anak '
Sural Keterangan dari Puupinan Redaksi media massa lokal alau nasional
yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah sceara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagal  terpidana yang tidak menjalani
pidana dalam penjara

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional [kliping surat kabar|,

¢ surat keterangan vang menyalakan bahwa Bahal Calon yang bersangkutan '

bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisan daerah

d sural keterangan telah sclesal menjalani masa pidana dari kepala lembaga
permasyorakoian ;

e. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti
bersvarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasvarakatan,
dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
cutt menjelang bebas

f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum feinp

Qurat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukunmnya meliputi

tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa : - o B

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempuinyal kekuatan hukum tetap

b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perscorangan danj/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan negara .

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyclenggara Negara
dari Komisi Pemberantasan Korapsi

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan |

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga
atau pengadilan tinggi yang wilayah hulkumnya meliputi tempat tingeal calon

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kaotor Pelayanan Pajak tempat calon yang

a. __I_?::ml-:nﬁi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak {I‘:I_I_“?g'Pi atas pama calon

b. Tanda terima penyampaien Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa
5 {lima} tahun terakhir atau scjak calon renjadi wajib patjak




14

15.
16

18

19

Sural keputusan pemberhentian sebagai peryabat Gubernur penjabat Bupati |

atau pemabatl Walikota bagi calon vang berstatus sebagai pemjabat Gubernur
penianbat Bupsitl atau penjabat Walikota.
Fotakopi Karna Tanda Penduduk Flektronik

0 Fotaleapd ijazah/Snrar Tanda Tamat Relajar (STTR) Selalnh Innjnrnn-

Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi aleh instansli vang
|||_'r".'.'l'l'l.'l11l5_'_ -
b. Fotokopl ijjazah perguruan tinggl (Diploma/S1/52/537%). yang telah
| dilegalisasi olch instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon
mencantumkan gelar akademik.

| Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon r;1enga.¢u pada Rencana
| Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP} Provinsi Jawa Tengah

ditandatangani Pasangan Calon

yang
" Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kﬁ)upattr_lﬂ{u[a,_(ﬁnfalau
Kecamatan
Fotn Terbatn — i
| a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyiak 4 lembar =

T S
|

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4[] berwarna sebanyak 2 lembar
d._Softcopy Foto sehagnimana huruf a, huruf b dan huruf ¢

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI:

NO

—_

JENIS DOKUMEN

i

F : -
v ! i - i » '\-_f
ol L
s
L L .

1

- r -5

Model BB.1 KWK

- - = -

b

Model BB.2 KWK

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah
Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU JKIP Kabupaten/Kota, Bawaslu,
Bawasli Provinsi, Panwas Kabupaten (Kota.

Surat keterangan tidek pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatun hukum telap dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

T HASIL PEMERIKSAAN
HELENGKAPAN
DOKUMEN - -

KETERANGAN

ADA

£

___%m .:..

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpe levis) atau alasan
politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal

Kealpaan
ringan falasan
__politik®)
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cajon vang pernah dipidana penjara karcna kealpaan ringan {culpa levis) atau |

alasan politik

Bagi Bakal Calon dengan stalus lerpidana yang Udak menjalani pidana dalam

ponjara

a Suratl keterangan dari Pimpinan Reduksi media massa lokal atau nasional
vang menerangkan bahwa Bakal Calon telah sccara terbuka dan jujur
mengemukakan kcpada publik schagai  terpidana vang tidak menjalani
pidana dalam penjarn

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kabar)

c. Salinan putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap

d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana
dalam purnjara : _—

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal

bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang tclah selesai menjalani masa

pidananya paling singkat 5 (ima) labiun sebehum Jadwal pendallaran dan buksn
mauntan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalzah Mantan Terpidana yang telah selesal menjalani

pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 {lima) tahun sebelum

jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kriahatan seksual terhadap anak; —

a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional
yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani
pidana dalam penjara = ——

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada

~surat kabar lokal atau nasional [kliping surat kabar]; )

c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan

bukan schagai pelaku kejahatan berubang dari Kepolisan daerah

d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala Iembaga-
permasyarakatan ; |

" e. Surat keterangan telah sclesai menjalani pembebasan bersya.ra.t. cutl

bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan,
dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
cuti memjelang bebas

f. Putusan pengadilan yang telah berkeknatan hukum tetap.

=

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hulcumnya lﬂeliputi_
termpat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyal kekuatan hukum etap
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b, Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perscorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya vang merugikan
keusngEamn meEars |

Surat kctcrangan catatan  kepolisian  yang  menerangkan Dakal Calon |

pernah tidal pernali melalukan perbuatan tercela dari Kepolisian dacrah [

Sural tanda wrima penyverahan luporan harta kekayaun penyelenggara Negara |

dari Komnisi Pemberantasan Korupsi [

Surat  kclerangan Ldak  sedang  dmvalakan paillit berdasarkan putusan

pengadilan vang telah mempunyal kekuatan hukurmn tetap dari pengadilan niaga

atau pengadilan tinggt vang wilavah hukumnva meliput tempat tingeal calon

Dekumen vang dikeluarkan oleh Kantor Pelavanan Pajak tempat calen yang

bersangkulan lerdaftar sebagai winiib pajak - )

a  Fotnkapi karni Nomar Poakok Wa)ib Pajak (N PWP) atas nama calon

b Tanda  temima  penyatieoan Swiat Pemberitaboan Tuhunan Pyjuk
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama hakal calon, untuk masa
5 {lima] tahun terakhir atau sejik calon menjadi wajib peejak

¢. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati

atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagal penjabat Gubernur,

penjabat Bupati atan penjabat Walikota.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik _
a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
DETWENang = —— S S
L. Folokopi jjazah  perguivan  Unggi (Diploma/$1/52/383%)}, yang lelah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon
mencantumkan gelar akademik. .

17.

[ 18,

| ditandatangani Pasangan Calon

_Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu padé Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/ ﬁta, dan/aiau
Kecamatan

19,

Foto Terbaru

a. Pas Folo Berwainz ukuran 4x0 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm [4R] berwama sebanyak 2 lembar

_d. Seficopy Foto sebagmmana huruf a, huruf b dan huruf ¢




Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon “)

Keterangan :
*) Pilih salaly sutu

20

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupalen/Hetus Pokja Pencalonan
*)



“ MODEL TT.2-KWK 3

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

=ttt -1 4 T8 F ¥4+ 11+t 1 it

Bahwa pada hari ............ tanggal ieooiiiiinnionnns bulan i Tahun dua
bW sk et , telah diterima dokumen perbaikan persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calor Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas
nama:

1. Nama Bakal Calon Bupat :

2. Name Bakal Calon Wakil Bupati :

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen
Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir,

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

> Sl
. cap '.

|
¥

|

( ]

Nama Lengkap dan Tanda Tangan  Nama Lengkap dan Tanda Tangan



LAMPIRAN MODEL
TT.2-KWHK
LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN o
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

1. Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama PO £ S e

Alamat .

Nomor Telp L e ieieeeeeenneennes SENEERASESTEE S
2. ldenuitas Balka! Calon Waldl Bupati :

Nama ;

Alamat Crarrreneaneas seves SRR

Nomor Telp ST UUOPRPRgE e S

3. Waktu Penerimaan Deokumen Pendaftaran

Hari B OO CAEORABECORECGORE R
Tanggal
Pukul E R
A. SYARAT PENCALONAN
i e iie——thC ~ [ HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN e
NO JENIS DOKUMEN i KEABSAHAN DOKUMEN | —KETERANGAN-|
TIDAK
TIDAK | MEMENUHI
: ADA a3 s MEMENUHI
S B £y ADRNIEE =Y ARAT, SYARAT
S e apt - - gl e AR AL CALON DARI PERSEORANG. oy
1 Model B.1. KWK Perseorangan Perbaikan Penclitian
i : dilukukan
P pada masa
" E verifikasi
' administrasi
= = dan faktual
2 Model B.2. KWK Perscorangan Perbaikan Penelitian
_ dilakukan
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1.

NO

[V ]

Mnodel B3, KWK-Perseorangan

. SYARAT CALON

BAKAL CALON BUPATI :

JENIS DOKUMEN

| Model BE. 1 KWK
| Model BB.2 KWK
Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apuabila Calon adalah |
Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawasl, |
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten}l(ota

pada masa
verfikasi
adminisirasi
dan faktual
{keahsahan
dokumen
diteliti pada
masa verifikasi)

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan |
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon -

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan [culpa Ieuzs} atau alasan

politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum teiap dard pengadilan negeri vang menjatuhkan putusan, bagi bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa leuis)
atau alasan politik,

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak meryalani pidana

_dalam penjara : —

“a Surat keterangan dari Punpman Redaksi media massa lokal atau
nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tdak
mienjakani pidana dalam penjEra

HASIL PEMERIKSAAN KETERANGAN
KELENGKAPAN DOKUMEN g |
ADA TIDAK ADA
Kealpaan
ringanfalasan
politilc*)

.s;;-;?;_'.:
R g

" b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara ‘terbuka dan jujur pada
_surat kabar Iokal atau nasional {kliping surat kabar)
¢. Salinan putusan pcngadllan yang telah bcrkckuatan hukum lcta;;

d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani

pidana dalam pcnjara




| nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka

& (

Salinan putusan pengadilan vang teiuh berkekuatan hukum tetap, dalam
hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang 1elah sclesal menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) 1ahun sebelum jadwal pendafiaran dan
bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahaian seksual terhadap
anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesa |
menjalani pidana penjara tctapi belum melampaui paling singkat S {lima) |
tahun sebelum jadwal pendaftaran  dan bukan mantan terpidana bandarl
narkoba atau kejuhatan seksual terhadap anak:

a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau

dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak
menjalani pidiana dalam penjara —
L. Bukti telah mengemukakan kepada publik sceara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kikbsar), :
c. sural keterangan vyang menyatakan bahwa Bakal Calon yang
bersangkutan bukan scbagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisan
daerah

! lembaga permasyarakatan = =1
| e. Surat keterangan telah selesar menjalani pembebasan bersyarat, cuti

d. surat ketcrangan ‘tclah  sclesai mcnjaL;ﬂ masa p;ifjana dari kecpala

bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasydrakalan,
dalam hal Bakal Calon mendapat pemhbebasan bersyarat, cuti bersyarat
___atau cuti menjelang bebas
f. Putusan pengadilan yvang telah berkckuatan hukum tetap.

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat finepal Calon vang menvatakan bahwa :

“a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyii kekuatan hukum letap -

 b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseora}lgaﬁ
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang
merugikan keuangan negara

Surat keterangan catatan kepolisian yang mencrangkan Bakal Calon
pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara
Negara dari Komisi Pemberantasan Korupai

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dar pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal calon




) (

|

[ 12 Daliumen yang dileelnnrkan leh Kantor Pelayvanan Pajak tempat cal_on yang
| bersangkutan terdaftar sebagal waib p ijak |
| a. Potokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon |

h. Tands tferima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak |
| Penghasilan Waph Pajat: Orang, Pribadi alas nama bakal calon, unwuk

masa 5 [limi) tahun terakiir atau sejak calon menjadi wajib pajak
¢. 'Tanda bukti tidak mempunvai tunggakan pajak |
14 Surat kcputusan pemberhentian sebagai pemjabat Gubernur, penjabat |

Bupati atau penjabat Walikota bagl calon yang berstatus sebagai penjabat

Cnherniir, pengabal Bupati atau penjabat Walikota.

15 Fatokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronilk

16. | a Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB} Sekolah Lanjutan |

Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi

) b!.]l‘lg ::II'_'F'-UI"'I:IH“EI o i I—

b. Fotokopi yazah perguruan Nngg: ({Diploma/81/82/83%), yang telah
dilegalisasi olch instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon

- mencantumlon prlar akademik. | ]

17 Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana

Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Provinsi .lawa Tengah  yang
ditandatangani Pasangan Calon

SITR Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupalcn/l{c;ta, dan/atau
Kecamatan ——
19. Folo Terbaru

_a. Pas'Fotggeriarﬁeﬁkurajlﬂ'xﬁ cm sebanyak 4 lembar = _
b, Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar : S »
| c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 em [# R berwama sebanyak 2 lembar

= d. Saltcopy Foto sebagaimana huruf &, huruf b dan huruf ¢

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

I o ] HASIL PEMERIKSAAN
NO *ﬂ‘:fﬁ’ T JENIS DOKUMEN, KELENGKAPAN DOKUMEN | KETERANGAN
: "*iﬁi et oo vk 2 ADA DAK ADA
1. Model BB.1 KWK
2% i Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah
Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten,/Kota, Bawaslu,
Bawasiu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota. =
4, Surat keterangan tidak permnah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri




() (

vang wilavah hukumnva meliputi tempat tinggal calon

Surat keteringan dipidana karena kealpaan ringan (culpa leus) a1au alasan

politik berdasarkar putusan pengadilan vang telah mcmperoich kekuatan

hukum tetap dari pengadilan negeri vang menjatuhkan putusan. bagi bakal

calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan [culpa leuis)

atau alasan politik

Bagi Baka! Calon dengan status lerpidana yang tidak menjalani pidana

dalam perjara

a. Surat keterungan dan Pimpinan Redakst media  massa lokal alau
nasional vang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka
dar jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak
menjalan pidana dalum pengara R

b. Bukti tclah mengemukakan kepada publik sceara torbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional (kliping surat kahar]

~ ¢. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum letap

d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani
pidana dalam penjir

Salinan purusan pengadilan vang tclah berkckuatan hukum terap, dalam

hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pidananya paling singkat 5 {lima} tahun sebelum jadwal pendaftaran dan

bukan mantan tcrpidana bandar narkoba atau kejahatan scksual terhadap

anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantnn Terpidann yeng teinh  seleani

menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima)

tahun sebelum jadwal pendaitaran dan bukan mantan terpidana bandar

narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: =

a. Surat keterangan dar Pimpinan Redaksi media massa lokal atau
nasional yang menecrangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik scbagai terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam penjara

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada

surat kabar lokal atau nasional {kliping surat kabar);

c. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisan
daerah

-

Kealpaan
ringan/alasan
politik®)

d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala
lembaga permasyamkiatan ;

¢. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan,
dalam hal Baka! Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas




10.

11

12

13

14.

| ¢ Tanda bukti tidok mempunyai tunggakan pajak

() (

E [ Putusan peagadilan vang trrlah herkekniatan hitkaim tefop

Surat kelerangan dan Pengadilan MNegern vang wilavah hukumnya melipun

tempat tinggal Calon vang menvatakan bahwa

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan puiusan pengadilan yang
telah mempumyvil kekuatan hukum tetap

b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang scCara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang
merugikan ke WANZRn Negara

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon

pernah ftidak pernah melakukan perbuatan tereela dari Kepolisian daerah

Sural tanda tenma penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara

Negara dari Komisi Pemberantasan Komipsi - =

Surat keterangan tidak scdang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang Lelah mempunyal kckuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga atau pengadilan tinggl yang wilayah hukumnya meliputi lempat

 nngpal calon

N

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yéng
bersangkutan terdaftar sebagai wijiby pajak

a. Fowkopi kartu Nomor Pokok Wajib Fajak NPWH atas nama calon

b. Tanda terima penyampalan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk
masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

Surat kepulusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walikota bagi calan yang berstatus sebagai penjabat
Gubernur, penjabat Bupali atau penjabat Walikota,

15,

_Fu'l_u-kn]:ui Kartu Tanda Penduduk Elektronik

v om

a. - Folokop uaz,ah,.f»‘i:un[ Tanda- Tamat Belajar [HT['I:I-] Sckolah L.ﬂnJuian
Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang

b. Fotokopi ijazah perguruan tingg (Diploma/S1/S2/S3%), yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon
mencantumkan gelar akademik.

17.

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang
ditandatangani Pasangan Calon

18,

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau
Kecamatan

19,

Foto Terbaru

. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar _

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar




c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (5F] berwarna sebar vak 2 lembar l I i

[ | d. Softcopy Foto sebagmimana buruf a. huruf b dan buruf ¢
....................... JEURSTOT— || B
Yang Menyerahkan Yang Menerima
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan *)
{5 sssins e s amami s i i ppa s ams ks in [samminmnnmnnns st mnnina AR ER PO

Keterangan :
*) Djlih salah satu



MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2019

Paca hari ini coeeieiiiieee: 1ANGEAL .. Livisemnissesnnners BRLAN sorsisinsmssissmimsii
Tahun dua B .o e ieivrenens bertempat di siiikimesmimiadmsrang
KPU Kabupaten/Kota ...ccocceiiceiiiciieee.. telah  melaksanakan penelitian

persyaratan admin:strasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinst Jawa Tengah, atas nama.

1. Bakal Calon Bupati

2 Bakal Calon Wakil Bupati

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demik:an Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPL Kabupaten/Kota
Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satul rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO NAMA

JABATAN | TANDA TANGAN
1 N -Ketua 11
2 i i Anggota [T |
| 3 3 1 Aaggota [
. 4 o An_ggota -
O il Ang-gota




i

LAMPIRAN MODEL BA. HP-KWK
|

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas

Nama Bakal Calon Bupati:

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN _
MEMENUHI | TIDAK MEMENUHI KETERANGAN

NO JENIS DOKUMEN Ao TIDAK
ADA SYARAT SYARAT o
IR iz o, viris ~ BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN e
| 1 | Model B.3. KWK-Perseorangan | | = B
B. SYARAT CALON
1. BAKAL CALON BUPATI:
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN

KEABSAHAN DOKUMEN

TIDAK

NO

JENIS DOKUMEN 1

Model BB.1 KWK

v ADA
K 7

Model BB.2 KWK

TIDAK
ADA

" Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani

serta bebas penyalahgunaan narkotika

apabila Calon adalah Anggota XPU, KPU Provinsi/KIP |

(

MEMENUHI
SYARAT

MEMENUHI

. BYARAT




G

d. Surat

Aceh, KPU/KIP Kabupaten,Kota, Bawaslu, Dawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.

Surat ketcrangan tidak permah sebaguai lerpidana
berdasarkan  putusan  pengadilan yang  tclah
berkekaatan hukum lelap dard pengadilan megon yaig
wilayah hukumnyn meliput tempat tnggil calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan
{culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan
pengadilan yang tclah memperolch kckuatan hukum
tetap dari pengadilan ncgeri yang menjatuhkan
putusan, bagi bokal calon yang pernah dipidana
penjara karena kealpaan ninggan {calpra lems) alan
alasan polilik.

Bagi Bakal Calon dengan sianns ferpudans yifig, lidisk

menjalani pidana dalam penjara ;@ s S
a. Surat kcterangan dar Mmpinan Redaksi media
massa lokal atau nasional  yang menerangkan
bahwa DBakal Calon tclah sccara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sclagai  ferpidana
_vang tidak menjalan pidans dalam penjara

" b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional (kliping surat kabar)

¢. Salinam  putusan  pengadilan
berkekuatan hukum ietap

yang telah

keterangan dari kejaksaan mengcnjai
terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidana yang telah seclesai  menjalam  masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana
bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap
anak

Kealpaan l
ringan/alasan
politik™)

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
telah selesai menjalani pidana penjara teiapi belum
melampaui paling singkat 5 {lima) tahun secbelum
jodwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana
bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap
analk:

=—r— = —_

(

Al

. e




10.

11.

a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media
massa lokal alau nasional yang menerangkan
hahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publk sebagal tcrpidana
vang Udak mengulan prdana dalam penjara

I, Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional (kliping surat kahar];

c. sural Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon vang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejuhatan berulang dari Kepolisan daerah

d. surat keterangan telah selesal menjalanl masa
sdana dan kepala lembaga permasyarkialan ,

o Surat  keterangan telah  selesal  memalam

pembebasan bersyarat, cull bersyarat atau cuti

menjelang bebas dari kepala badan
pemasyarakaran, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti hersyarat atau cuti
menjelung bebas

f Putusan pengadilan yang telab herkekuatan
hukum tetap S . §

Surat ketcrangan dJari Pengadilan Negen yang wilinyih

hukumnya wmeliputi tempat  tinggal Calon  yang

menyatakan bahwa

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum fetagp

b, Tidak sedong memiliki tanggungan hutang sccara.

perscorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi  tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan ncgara

Surat  keterangan catatan kcpo?is}an yang
menerangkan Bakal Calon pernahftidak pernah
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisinn daerah

Surat tanda terima penyerahan laporan harta
kekayaan penyelenggara  Negara dari Komisi
Pemnberantasan Korupsi

Surat Kketerangan tidak sedang dinyatakan kL
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap darni pengadilan
ningn atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya

(
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15

micliputi temipat tinggal calon

Dokumen vaneg dikeluarkan oleli Kantor Pelavanan |

Pajak tempal culon yang bersangkutan rerdafltar

schagmn wagib paji 1k

o Folokupi kartu Nomor Pokok Wajib Pajalt (NPWF)

___ atas nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atus nama bakal calon, untuk masa 3
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi
wiajib pajak

¢. Tanda buku tidak mempunydl wunggakan pajak

Surat kepulusan ;cmbcjhen.uag sebagan penjab:i
Gubernur, perjabat Bupati atau penjabat Walikota
bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur,

_prnjabat Bupsu atau penjabat Walikota,

F otakopi Kartu Tanda Penduduk Elekironik

a. Folokopi yazah/3uiat Tanda Tamat Belajar (S’Ii"T‘D]
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau
sederajat, vang telah dilcgalisasi oleh instansi yang
berwenamng

b. Fotokopi yazah perguruan tinggi
(Diploma/S1/S2/83%), yang telah dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon
mencantumkan gelar akademik.

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon |

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah yang

ditandatangani Pasangan Calon _ i)

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi,

Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan

Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4
lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar

huruf ¢

¢. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R}
berwarna sehanvak 2 lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huru{ a, huruf b dan
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BAKAL CALON WAKIL BUPATI

NO

(=

JENIS DOKUMEN

Model BB.1 KWK

Mowlel NT3H2 KWK

Surat keterangan kemampuan jasmant dan rohani
serta bebas penyalahgunaan narkotika

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang
apabifa Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinst, Panwas Kabupaten/Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilavah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan
(culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

_ tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan

putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana
penjara karena kealpaan ringan {culpa lewis) atau
alasan politik. — = ——
Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara :

a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media
massa lokal atau nasional yang menerangkan
bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai terpidana
yang tidak menjalani pidana dalam penjara

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional (kliping surat kabar}

ADA

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN

KEABSAHAN DOKUMEN

1 MEMENUHI |
SYARAT |

TIDAK
ADA

TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

KETERANGAN

Kealpaan
ringan falasan
politik*)




10.

¢ Salinan putusan  pengadilan  vang  telah
berkekugtan hukum tetap

¢ Surat  kewerangan dan kejaksaan  mengena |

rerpidana tidak menjalani pidans dalam penjara

falinan purusan pcngadilan yang telah berkekuatan .

tukum tetap, dalam hal baka Calon adalah Mantan
Terpldana  yang  telah  selesal mergalani nasa
pidananya paling singkat S (lima] tahun scbclum
Jadwal pendaftaran dan bukan manpian terpidana
bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap
anak
Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
(clah sclesal menjabani pidana penjara tetapi belum
mclampaui paling singkat 5 [(lima) tahun sebelum
Fuhwild pendaftosiome dare bolen montan terpidana
bandar narkoba atau lkejphatan ackauwal terhadap
annle
a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaks) media
massa lokal atau nasional yang menerangkan
bahwa Bakal Calon telah secala teirbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai  terpidana
yang tidak menjalani pidana dalam penjara
b. Bukti (elah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan juyjur pada surat kabar lokal atau
nasional (kliping surat kabar}, I gl
¢. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang dari Kepolisan dacrah

___pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;

¢ Surat keterangan telah  selesai  menjalani
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas

f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah-

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
_menyatakan bahwa :




1".!

16.

17

wagib pajak

a. Tidak secdang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyal
kekuatan hukum otap

b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi  tanggungjawabnya  yang  merugikan
'Ii-c':!.'lﬁl;!.lll negarg

Surat keterangan catatan kepolisian yang

menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah

Surat 1anda terima penyerahan laporan harta

kekavaan  penyelenggara  Negara  dari Komisi

Pemberantasan Korupsi !

Surat keterangan tidak scdang dinvatakan paijlit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi vang wilavah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon

Dokumen yang dikelunarkan oleh Kantor Pe]avanan
Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar
sehagni wajib pajak -

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) [

atas nama calon

b. Tanda terima penya.mpman »n Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi

c. Tanda Lukti tidak mempunyai tunggakan pajak

‘Surat keputusan pemberhentian sebagai- penjabat

Gubernur, penjabat Bupatl atau penjabat Walikota
bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur,

| penjabat Bupati atau penjabat Walikota.

Fotekopd Kartu Tanda Penduduk Elektronik

a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atan
sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang

b. Fotokopi ijazah

pcrguTuan tinggi

(Diploma/S1/$2/53%), vang telah dilegalisasi oleh




instansi vang berwenang, apabila Bakal Calen I |

mencantumkan gelar akademik.

ditgndatangani Pasangan Calon

1 Daftar nama Tim Kampanve Tingkat
Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan

20 Foto Terbaru

a Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 ¢m sebanyak 4

lembar

lembar
. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm {4R)
berwarna sebanyak 2 lembar

d. Seoftcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan

huaruf ¢

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *|

Keterangan @
*] Pilih salah satu

18 Naskah visi. misi dan program Pasangan Calen
mengacu  pada Rencana  Pembangunan  Jangka

Parjang (RPJPF}  Provinsi  Jawa ‘ITcngah  yang

Provinsi

b. Pas Foto Hitam Putik ukuran 4x6 cm sebanyak 4 : |

=

il D

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan

*)




MODEL BA.HP
PERBAIKAN -KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2019

Pada hariini ....c.o.ceeee e tanggal .o Bulan st
Tahun dua ribu ................ e bertempat Al c..ocoiiviiiiniiiin i e,
KPU Habupaten Grobogan  telah melaksanakan penelitian perbaikan
persyaratan administrasi terhadap <elengkapan dan keabsahan cokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kaburaten Grobogan, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati

2. Bakal Calon Wakil Bupat

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahar dokumen persyaratdn pencalonan dan
persyzratan calon tersebut dittangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Jemikian Berita Acara dibuat 2 (duz} rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani olel Kztua dan Anggota KPU Kabupaten Grobogan.,

Berita Acara disusun masing-masing :
.. 1 (saw) rangkap disempazkan kepada Pasangan Calon;
2.1 {satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

iNO | NAMA | JABATAN TANDA TANGAN
rll___ | mpe = B ey

2 | | ;\nggota 1

& - Anggota

4. | L Anggota 17

= —— e e e

5 Anggota




LAMPIRAN MODEL BA. HP
PERBAIKAN-KWK
]

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP GROBOGAN
TAHUN 2020

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administiast dokaumen persyaratan pencalonan dan pcrsyaratan
calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas:

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
sebagai berikut -

A. SYARAT PENCALONAN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
NO | JENIS DOKUMEN DOKUMEN KETF:IRANGAN

_ ¥ TIDAK MEMENUHI TIDAK MEMENUHI

4 : ADASESIR ADA SYARAT ¥ TSYARAT
| ]ﬂ?ﬁ T o num m.mmmﬂ L m
I | Model B.3. KWK-Perseorangan 1 :

B. SYARAT CALON
1. BAKAL CALON BUPATI :

3 PEHELIZTI.I'J-'I EELEH-I]H&I"M

i 8 DOKUMEN i : KETERANGAN
P e | 5 = )
JENIS DOKUMEN g : oAk 0
Fat 4 ADA

= Model BB. 1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3 Surat keterangan kemampuan jasmani

dan rohani serta bebas penyalahgunaan




=

narkotika !
Keputusan pemberhentian dari pejabat |
berwenang apabiln Colon adalah Anggota

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP |
Eubupiden/Kota,  DBawasin,  Bawasiu |
Provinsi, Panwas Kabupaten/hota.

Surat keterangan tidak pemah sebagai
terpidana berdasarkan putusan
pengadilan  vang ielah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan ncgen yang
wilayah hukumnya meliputi tempat
linggal calon
Surat Kketerangan  dipidana karena
kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan
politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempercleh kekuatan huknm
tetap dari  pengadilan  negen yang
menjatuhkan putusan, bagi bakal calon
yang pernszh dipidana penjara karena
kealpaan ringan {culpa levis) atau alasan
politik. |
Bagi Bakal Calon dengan status terpidana
yang tidak menjalani pidana dalam
penjara : B
a. Surat keterangan dari  FPinmpinan
Redaksi media massa lokal atam
nasional vang mencrangkan bahwa
Bakal Calon telah secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik
sebagai terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam pengara

b. Bukti telah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional

_ [kliping surat kabar]

c. Salinan putusan pengadilan yang

| ___telah berkekuatan hukum tetap

d. Surat keterangan dari kejaksaan
mengenai terpidana tidak menjalani

pidana dalam penjara

Kc_a.lf')aan
ringan falasan
politik”)




)

c. surat Kketerangan yang menyatakan

d. surat  keterangan telah selesai

e. Surat Kketerangan telah selesal

Salinan putusan pengadilan vang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam hal
bakal Calonn adalah Mantan Terpidana |
vang t(elah selesai  menjalani masa
pidananya paling singkat S (lima) tahun
sebelum jadwal pendafltaran dan bukan
mantar terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak
Dalam hal bakal Calon adalali Manlan
Terpidana yang telah selesai menjalani |
pidana pemjara tetapi belum melampaui
paling singkat 3 (lima) tahun sebelum |
jadwal pendaftaran  dan bukan mantan |
terpidana bandar narkoba atau kejahatar
scksual terhadap anak:

a. Surat keterangan dari Pimpinan
Redaksi media massa lokal atan
nasaonal v menerangln buhwa
Bakal Calon telah secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik |
sebagai terpidana  yang  tidak |
menjalani pidana dalam penjara |

b. Bukti telah mengemukakan kepada |
publik secara terbuka dan jujur pada |
surat kabar lokal atau nasional |
(kliping surat kabar);

bahwa Bakal Calon yang
h_‘[‘!:a_l'lj!__kﬂl_ﬂl‘l bBukan Set:l.ilh.."Li ]:H:]u.h:l.!
kejahatan berulang dan Kepolisan
daerah

menjalani masa pidana dari kepula
lembaga permasyarakalan ;

menjalani pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat atau cuti menjelang bebas
dan kepala hadan pemasyarakatan,
dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
aiau cuti menjelang bebas




10

11

12.

13

14.

{ Puwtusan pengadilan yang telah
berkekuatlan hukum tetap

Sural kelereunnan Jduari Pengadilae Negend

vang wilayah hukumnya meliputi tempat

unaeal Calon vang menyvatakan bahwa

i Tidak sc dang dicabut hak pilihnva
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

b. Tidak sedang memiliki tanggungan

tanggungjawabnya yang merugikan

keunngnn negara
Surat keterangan catatan kepolisian yang
menerangkan Bakal Calon pemah/tidak
pernah melakukan perbuatan tercela dan
Kepalisian daerah
Sural tanda teruna penvelahmq laporan
harta kekayaan penyelenggara Negara
dari Komisi Pemberantasan Korupssi
Surat keterangan tidak sedang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon
Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor

Pelayanan FPajak tempat calon  yang

bersangkutan terdaftar sebagai  wajib

_ paak :

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWF) atas nama calon

Pemberitahuan  Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak  Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk
masa 5 (lima) tahun terakhir atau
acjak calon menjadi wajib pajak

¢. Tanda Dbukti tidak mempunyal

tunggakan pajak

hutang secara perseorangan dan/atau |
secara badan hukum yang menjadi |

b. Tanda terima penyampaian Surat




18

19,

20.

_ditandatangani Pasangan Calon

Foto Terbaru

|
Surat keputusan pemberhentian sebagai |
penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat  Walikota bagi calon  vang
berstatus  sebagai pemjabat  Gubernur,
penjubat Bupati atau penjabat Walikola

 Fotokopi Kartu  Tanda Penduduk I

Elektronik |
a. Fotokopi ijjazah/Surat Tanda Tamat |
Belajar ({STTB] Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat,
yang telah dilegalisasi oleh instansi
vang berwenang D
b, Folokepi inzoh  perguruan GngH
(Diploma/S1/S2/S3%), yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang
herwenang, apahila  Bakal  Calon
ienvantuirke gelan akademik,
Naskah visli, misi daus progian Pusangan

Calon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Provinsi Jawa Tengah yang

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau
Kecamatan

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4%6 em
sebanyak 4 lembar

~ ¢. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 ¢m

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm
sebanyak 4 lermnbar

(4R) berwarna schanyik 2 lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a,

huruf b dan humf ¢




2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI

NO

SIS

[}

JENIS DOKUMEN

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

Surat keterangan kemampuan jasmani
dan rohani serta bebas penyalahgunaan
norlotilta

Keputusan pemberhentian dan  pejabat
berwenang apabila Calon adalah Anggota
Kru, KI'U TIrovinsifKIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawasiu, Bawaslu

| Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota. |
Surat Ketcrangan tidak perneh  sebagai

Ler padiuna berdasarkan pulusar
peaggalidan yang  telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya melipnti tempar tinggal
calon - >
Surat keterangan  dipidana  Karena
kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan
politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri yang
menjatuhkan putusan, bagi balkal calon
yang pemah dipidana penjara karena
kealpaan ringan {(cuipa levis) atau alasan

i
Wit

W p
'

i

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN

DOKUMEN
ADA TIDAK MEMENUHI | TIDARK
| ADA SYARAT MEMENUHI
SYARAT

KETERANGAN |

Kealpaan
ringan/alasan
politik*)

.H-q,l:-\.-

| politik. _

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana

yang tidak menjalani pidana dalam
njara : B

a. Surat keterangan dari Pimpinan

Redaksi media massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa

Bakal Calon telah secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik

sebagal terpidana yang tidak menjalani
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pidana dalam penjara |

b Bukii telah mengemukakan kepada
publik <ecarna terbuka dan jujur pada

sural kubar lokal atau nasional (kliping

surat kaliir|

¢ Salinan putusan pengadilan yang telah |

berkekuatan hukum tctap

d. Surat keterangan  dan kcjaksaa_n1

menpriai epidaca tidak menjalani
pidana dalam penjara
Salinan putusan pengadilan vang telah
berkeluatan hukum tetap, dalam hal
bakal Calon adalabh Mantan Terpidana

yang telah selesai  menjalani  masa |

pidaranyys paling singkat 5 flima} tahun
sebelum jadwal pendafiaran dan bukan
mamtan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidana vang telah selesai menjalani
pidana peryara letapi belum mclampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran dan bukan mantan
terpidana bandar narkoba atau kejahatan
scksual terhadap unalk:

" a. Surat keterangan dari Pimpinan

Redaksi media massa lokal atau
nasional  yang menerangkan bahwa
Bakal Calon tciah secara terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik
sebagai terpidana yang tidak menialani

pidana dalam penjora

b. Bukti telah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional (iliping
surat kabsr);

c. surat keterangan yang menyatakan
bahwa RBakal Calon yang bersangkutan
bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang dari Kepaolisan daerah

| _d. surat __ keterangan telah _ sclesai
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menjalani masa pldana dan kepala'

lernksipa permasyarakatan |

e. Surat keterangan telah selesal
menjalani pembebasan bersyarat, cutl
bersvarat atau culi menjelang hehas
dari kepala badan pemasyarakatan,
dalam hal Bakal Calon mendapat
pecmbebasan  bersyarart, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas =

(. Putusan pengadilan yang tlelah
herkekuatan huloum (€14p

Surat keterangan dari Pengadilan Negen

vang wilayah hukimnys meliputi tempat

tingeal Calon yani: mey atadean hahwa :

a4, Tidale scdang dicabut  hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah  mempunyai  kekuatan  hukum
Letap

b, Tiduk sedang wmemiliki  tanggungan

hutang secara perscorarngan dan/atan
secara hadan hukum yang menjadi
tanggungjawahnya  yang merugikan
kcuangan negnro

| Surat keterangan catatan kepolisian yang

menerangkan Buakal Calon pernah ftidak
pernah melakukan perbuatan tercela dari
Kepolisian daerah =

Surat tanda terima peoyeraban  JBposan
harta kekayaan penyelenggara Negara dari
Komisi Pemberantasan Korupsi

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunya kekuatan hukum
tetap dar pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wiluyah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon

14,

| pajak -

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat calon yang
bersangkutan terdaftar scbagai wajib

a. Fotokopi ‘kartu Nomor Pokok Wajib
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16.

17

Pk (NPW P atas nama calon

b. Tanda terima pecnyampalan  Surat
Pemmberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
aims narns bakal calon, untuk masa &
(imaj tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak

¢ Tanda  Lukti  tidak  mempunyas
tunggakan pajak

Surat keputusan pemberhentian sebagai
penjabat Gubernur, penjabat Bupati. atau
penjabat  Walikota bagi  calon  yang
berstulus sebagai  penjabar  Gubernnr,
penjubal Bugsti atau pernjobat Walikota.
Folokopi Karlu Tanda Penduduk
Elektronik ) s— |
a. Fotokopt ijjazah/Surat Tanda Tama
Belajar  [STTH) Sekolah  Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA] ateu sederajat,
vang telah dilegalizasi oleh  instansi
yEng berwenang
b. Fotokopi ilazah perguruan tinggi
(Diploma/81/82/83%}, vyang telah
dilegalisasi  oleh instansi  yang
berwenang, apabila Bakal Calon
_mencantumkan gelar akademik.

|18,

Naskah visi, msi dan program Pasangan
Calon mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani
Pasangnn Calon

Tt

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau
Kecamatan

20.

Foto Terbaru

A

l

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 em
sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 ¢m
sebanynk 4 lembar

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm
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| : 1R} beivarna sebanyvak 2 lembar . !
| d. Sslweopy Foto scbagaimana huraf a,
| harrnf b dlam hurel ¢ !
o 20
Yang Menyerahkan Yang Menerima
‘I'im Pasangan Bakal Calon/Bukal Pasangun Calun *) Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Polkja Pencalonan ¥)

[eessusnsesersmnerceesmesrasnnsemsasoemrernensess) [eeorersossinsncrsnmnnanes cevesinraeannennsromsinss)

Keterangan :
*) Pilih salah sata



MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN
'*m

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2019

Pada hari ini .............. tanggal .....oeseemises DUIAN Gdiiiiiee.. Tahun dua
ribu tujuh belas bertempatdi ...... _ vereriennenaaes , KPU Kabupaten
Grobogan tclah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran
dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas nama :

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Dalam verifikasi jumiah dan sebaran dukungan perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan, KPU Provinsi Grobogan melakukan kegiatan sebagai
berikut : |
a. melakukan verifikasi terhadap ‘umlah dukungan perbaikan dan
persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardeopy formulir Model
B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

b. melakukan verifikasi ternadap ‘umlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikar;

c. melakukan verifikasi :erhadap jumlan dukungan perbaikan dan
persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK

Perseorangan Perbaikan.

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan di tingkat XPU Kabupaten/Kota, jumlah kekurangan
dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.8-KWK Persecrangan sebanyak

pendukung dan tersebar di .................. Kécamatan.

Hasil verifixasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan
dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :



. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-

KWK  Perseorangan Perbaikan sebanyak ................orang dan

tersebar di ......% Kecamatan di Kabupaten Grobogan atau sebanyak
Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak

Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari

Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak
pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syvarat/Tidak Memenuhi
Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.

Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam sofeopy formulir

Modei B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ................... orang
dan tersebar di ....... % Xecamatan di Kabupaten Grobogan atau
sebanyak .............. Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten
Grobogan.

Berita Acara in: disampaikan kepada :

1 |l (satul rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2 l 1satul rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan:
3 I {satu) rangkap untuk arsip KPJ Kabupaten Grobogan.
KPU KABUPATEN GROBOGAN
NO NAMA ' JABATAN | TANDA TANGAN
It I Ketua [l
2 Anggoza
3 ¥ S Arngota
4 Anggota -
3 Anggoia o
Keterangan :

*
I

Pilih salah satu,



| MODEL BA.2-KEWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

'ﬁ=_ ——

]

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKAS] ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN
PERBAIKAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Pada hari ini .....c.e..... tanggal oo bulan ......cceeeen Tahun
dua ribu tujuh belas bertempat di ..., KPU Kabupaten
Grobogan telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
pendukung perbaikan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 , atas nama :

1. Calon Bupati .

2. Calon Wakil Bupali :

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan
dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Grobogan melakukan Kegiatan
sebagai berikut :

1 mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama,
jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada
formulir Mode! B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan ‘otokopi Kartu
Tanca Penduduk atan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil;

9 verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah
Pemilihan,

3. verif-kasi kelengkapan lampiran dekumen dukungan perbaikan;

4. verifikasi kesesualan alamat pendukung dengan wilayah
administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan

syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.



%]

Hasi! verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TAB
EL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

—rr—mr—

TG

1 Pendukung perbaikan vang diajukan oleh

E‘HD

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

"2 I'Pendukung yang dicoret karena nama,
alamat dan NIK pendukung yang
bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan dukungan (Formulir Mode! [SSEEEEEEEETIENIIINE. ............

B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak

sesuar  sccara nyata dengan [lotokopi

idertitas kependudukan.

3 Pendukung yang_dicoret karena alamat
veng tertera pada identitas
kependudukan pendukung yang
bersangkutan tidak sesuai dengan daerah
perrilihan.

4| Pen-:luTqu yang dicoret karena tidak B
| ditemukan fotokopi identitas |

kependudukan sebagai lampirar. surat

pernyataan dukungar. (Formulir Model

| B.1-KWK Perseorangan Perbalkan)
5 Penalulcung yang dicoret karena alamat

vanyg tertera pada identitas
kependudukan pendukung yang
hersangkutan  tidak  sesuai  dengan
wileyah administrasi P2S.

6 Pendukung yang dicoret dan dinyatakan [

tidak memenuhi syarat karena tidak
mernenuhi syarat usia.

T Per{c_lu_kuné yang dinyvatakan Memenuhi
Syarat DBerdasarkan Hasil Verifikasi
(Nomor 1-(No. 2+No 3+No 4+No.5+Mo.6))
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Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan

2. kegandaan dukangan pasangan calon persearangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi
Jawa Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

t. 1 {satu) rangkap untuk Pasanga:x Calon persecrangan;
2. 1 isata) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Grobogan;
3. l{satu} rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Grobogan

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO|  Nama | JABATAN TANDA TANGAN |
[ 1. = i Ketua
2. [ | Anggota

e Anggota
EEa S ,-_ Anggota

5 - Anggota




MODEL BA.3-KWK
FERSEQORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2018

Pada hari ini ..iecsiven tANZEAL iummerermmensans DUIAN woliiisasesses  Tahun dua
fibu bertempat di ................ , KPU Kabupaten Grobogan
telah  melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dulkungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan deJngan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pem;ilih Pemilihan (DP4)
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupazi Grobogan Gi‘roboganTahun 2018
, atas nama

1. Calon Bupati

<. Calon Wakil Bupati :

Dalam verilikasi administrasi terhadap kesesua:ian data dukungan
perbiikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
“an/atau Daftar Pendudux Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU
Rabupaten Grobogan melakukan kegiatan verifikasij kesesuaian antara
forraulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dehgan daftar pemilih
tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atqu daftar penduduk
potensial pemilih Pemilihan; ’

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data diukungan perbaikan
pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
schanyak ..., orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4

zebagaimana daftar terlampir, Selanjutnya terhadap daftar pendukung

tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan



Cararan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT
dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

—Jemikian Berita Acara ini dibuat dalam $ (lima) rangkap, dan masing-
masing rangzap citandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten
Grobogan.

Berita Acara ini disempaikan kepada :

I {satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. | (satu} rangkap untuk PPK:

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil
klanfikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 {satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan:

S. 1 (satu) rangxap untuk arsip KPU Provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NO NAMA  JABATAN TANDA TANGAN
1 - | Ketua |

P o B Anggota :

3 - Anggota_

a4 | Anggota

o S i Anggota




MODEL BA.3.1- KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ............. tangzal ...ocoivininnns bulan ............... Tahun dua
ribu tujuh belas bertempat di........................, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Grobogan telah melakukan penelitian kesesuaian
antara data kependudukan yang dimilixi oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perscorangen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calen Wakil Bupati:

Hasil klarifikas. terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak
tercantum dzlam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

| No ] Ur'llan:eira RS e T
18 a

=l

Tt LR
| | Jumleh Pencukung perbaikan yang status|
kependudukannya benar.

b

Jumlah Pgnduzﬁ_ng_ -pérbaika; vang status
kependudukannya tidak benar,

3 Jumlat. Pendukung perbaikan yang tidak dépat-
dinvarakan status kependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua} rangkap, dan masing-
masing rangkap dizandatangari oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Grobaogan.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 {satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Grobogan; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.



sy wewapmss 4 Ohia

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Grohogan




MODEL BA.4-KWK

FPERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILEUF GROBOGAN
TAHUN 2019

Pada hari ini .....ccece.... tAnggal ..o..oeevvenenes bulan oo, Tahun dua
ribu tujuh belas bertempat dic....cooiiiiiiiini , KPU Kabupaten
Grobogan telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan
Tahun 2018 , atas nama :

1. Calon Bupatt

2. Calon Wakil Bupati

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungané perbaikan Pasangan
Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupateh Grobogan , meliputi

Satu orang memberikan dukunagan letih dari 1 (satu) kali kepada 1
satu] Pasangan Calon perseorangan; atau
J. Samu orang memberikan dukungan kepada lebih darm 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan. :

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang
dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara
Model BA.1 KWK Persesrangan Perbaikan], sebagai berikut :

TABEL 1
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No | i ; { Uradan®

1 | Panlukung yang dinyatakan memenuh1 syaral [MS]

sebagaimana terzantum dalam Formalir Model BA .2-
KWK Perseorangan Perbaikan.

2 | Pendukung vang “memberikan clukungan lebih dari 1

{satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon
perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung

1 {satu) dukungan.
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Pendukung yarg memberikan dukungan kepada |
labih dari 1 (satu} pasangan calon, dan sementara
|tetap dinyatakan mencukung untuk dilakukan
| verifikasi faktual status dulkungannya oleh PPS.

[ 3

|
Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
syarat setelah dikurangi |

hanya dihitun[g 1

|4
| dinyatakan mzmenuhi
jumiah dukungan ganda yang

' (satu) dukunga:.

Demikian Berita Acara
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua

Grebogan.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

ini dibuat dalam 4 (empat} rangkap, dan masing-
dan Anggota KPU Kabupaten

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calbn perseorangarn,
2. 1 (satu) rangkap disampaikzn kepada PPS melalui PPK;
3, 1 (sazu) rangkap d:sampaikan kepada KPU Kabupaten /Kota; dan
4. 1 (sazu) rangkap untux arsip.
KPU KABUPATEN GROBOGAN
| NO NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN
|__1. — Ketua ' 1
|
25 | Anggota |
[ 3. | Anggota | _ll
4, - Anggota |
BN Anggota




—= —

|T_ MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN 2020
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- e ——

Pada hari ini .......oe.... tanggal .o bulan ............... tahun
dua ribu ..o bertempat di ..o Panitia Pemungutan Suara
(PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan
perbaikan dan hasil verifikasi dagaan kegandaan dukungan perbaikan Bakal

fais Pasangan Calon Perscorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020 atas nama :
1. Bakal Ca.on Bupati :
9. Bakal Calon Wakil Bupati :
Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan s=bagai berikut:
A a. Berkoordinasi dengan baxal pasangan calon dan/atau tim penghubung

bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocckkan dan menelit kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocckkan kebenaran nama dan alamat penduliung, serta dukungannya

kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir peda waktu dan tempszt yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
alzhir verifikasi faktual;
Mencocokkan kebenarar. nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepade Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perscorangarn Perbaikan sebanyak
................ dukungan.
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d. Mericocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dulkungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Ferseorangan terhadap dugaan dukungan

ganda pada Formulir odel BA.4 - KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jawa Tengah sebagai berikut:



TABEL 1
PENELITIAN FAKTUAL
A. Hasil
" = JUMLAH
NO | ERITERIA |

| M8 Tl

1 iPendukung Bakal Pasangan Calen Perseorangan ¥alig
mendulkung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan
| dukungannyi

5 | Pendukuag Bakal Pasangar: Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhxan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
Formulir Model BA . 5-KWK Perseorar.gan Perbaikan.

3 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubahkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
| B.1 KWK  Perseorange- Perbaikan dan menyatakan
dukungannya serta bersecia membubuhkan tanda tangan atau |

| cap jempol pada kolom tande tangar: atau cap jempol.

4 | Pendukung  Bakal Pasangan Calon Persecrangan Yang
memberikan dukungan kepada l=zbih dan 1 (satu} bakal
pasangan calon sebagaimana tercantum daiam Formulir Model
RBA.4-KWK Perseorangan Ferbaikan Tabel | angka 3 dan |
menyata<an dukungannva kepada salah satu bakal pasangan |
calon persedrangan |

5 | Pendikung Bakal Pasangan Calon Persgeorangan ;-zmp,l
memberikan dukungan lebik dari 1 ‘satu) kali kepada 1 [satu]
baka. pasangan calon perseorangan yang dukungannya harya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saal
penelitian laktual, dan menyatakan mendukung. |

6  Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang
memmberikan dukungan lebih dari 1 [satul kali kepada 1 [satu]
bakal pzsangan calon perseorangan vang dukungannya nanya
dititang satu) dukungan yang ditemukan pada s=aat
peneitian faktual, dan menyatakan ticak mendukung s&ria
tidak berssdia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK |
Perseorangari Perbaikan.

7  Pencukung Bakal Pasangan Calon Perscorangan yang tidak
menvatakan dukungannya dan bersedia mengisi  sarta
membubuhkan tanda targan/cap jempol pada Lampiran
| Formulir Madel BA.5-KWK Persecrangan Perbaikan.

8 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tar.gan/cap jerapol pada Formulir Model
B1 KWK Persecrangan Perbaikan dan menyatakan tidak
menislukung serta bersecia/tidak bersedia mengisi dan
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lammpiran
Formulic Model BA.5- KWK Perseoranzan Perbaikan.

| ¢ | pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yhng
dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjpan
sebagai PN3, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, P?K, PPS, KPPS, Bawaslu,
Bawaslu  Provinsi, Panwaslu Xabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara
Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa




10 | Pencukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang
mer berikan dukungan kepada letih dari 1 (satu) bakal
pasangan celon sebagzimana tercantum dalam Formulir Model
BA.4-KWK Persecrangar. Perbzikan Tabel | angka 3, dan
menvatakan tidak mendukung sera barsedia mengisi Lampiran
Forrmulir Model BA.S KWK Perseorangan Peroaikan.

11 | Pendukung Bakal Pasargan Calon Perseorangan Yang
memberikan dukungan lebih dari 1 isatu) kali kepada 1 [=atu)
bakal pasangan calol [erseorangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu) duxangan Yang ditemukan pada gaat
penelitian faktual, Gan menyasakan tidak mendukung serti
persedia mengisi Formulir Model B.5-KWK Perseorangan
Perbaikean.

12 Pencukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada
lebik. dasi 1 (satu) pasangan calen perseorangan.

13 | Peadukung yang menyazakan tidak benar mendukung lebih dari
I (satu) pasangan calon Dzrsecrangan tetapi tidak bersedia
mer.gisi Lampiran Fermculr Model BA.S KWK Perssorangan

| Perbailcan. __ =

14 | Pendukung Bakal Paszngar. Calon Perscorangan yang
dinvatakan tidak memenahi syarat karena penyebab selain
angka 7 s.d. 13

15 | Jumlah Pendukung Hasil Penelizian Fakwual Pertama

B. Data Kehadiran Pendukung :

1. Pendukung vang dapat ditemui sebanyak.....................orang.
2. 2endukung yang tidak dapat ditemui sebanyakl......cccocverease0rang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, ciberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk
dilakukan penelidan faxtual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan kedua tersebut sebagai berikut:

TABEL 11
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

| ¥ 'j|. T
. ] . y i |r| i +

NO KRITERIA . s i P
| | 144 i S Lt L ;j{sﬂ

1 | Perdukung Bakal Pasangan Cszlon Perseorangan yang

meadukung 1 (satu) daka  pasangan calon dan menyatakan

| | dukungzannya.

2 | Peadukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyazakan dukungannyva dan ticak bersedia mengisi serta |

membubuhkan tancde tangan/cap _empol pada Lampiran
Formulir Model BA.5-KWK Persecrangan Perbaikan.




ake] pasangan calon perseorangan yang dulsunpgannya hanya |

ving 1 (satu) dukungan veng ditemukan pada saat
merelitian  faktual, dan menyatakan tidek mendukung seria
vdak bersedia mengisl Formulie Model BAS-KWK Perseorangan
Perbatkan

10

cip jempol pada kolom tanda langan atau cap jempol. |

. Forrulir Model BA.5-KWK Perseorar gar. Perbaikan

Pencdukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan  yang

Pondukung  Bakal  Pasangan Calon Psrsecrangan Yang

Formulir Model BA.S KWK Perseorangan Perbaikan.

Pendikung Baka! Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
mem subuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan
dukungannya serta bersedia membusuhkan tanda tangan atau |

Pendukung Bakal Pasangan Celon Persecorangan yang
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tércan-um dalam Formulir Model
BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel | angka 3 dan
menvatakan dukungannya kepada salan satu bakal pasangan
calon perseorangan '

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan lebih dari 1 {satu} kali kepada 1 (satu)
bakal pasangan calon persecrangan yang dukungannya hanya
dihitung 1 (satu] dukungan yarg diteraukan pada saat
penelitian faktual, dan menyatakan raendukung.

Perdukung Bakal Pasangan  Calon Persegrangan Yyang
memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menvatakan dukunganaya dan  bersedia mengisi  serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran

Pencukung Bakal Pasangan Calor Perseorangan yang tidak
merbubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Medel
B.1 KWK Persecorangan Perbaikan dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan
membubuhkan 1anda tangan/cap jempcl pada Lampiran
lformulir Model BA.S5- KWK Perseorangan Perbaikan.

dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan
scbugai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, FPK, PP3, KPPS, Bawaslu,
Bawaslu  Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, PPL, Pegawal Kesekretariatan Penyelenggara
Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa

merberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal
pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model
BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan
mer.yatakan tidak mendukung serta bersedia mengist Lampiran




11 | Pendusung DBakol Pasangan Calon Perseorangan Yang
memberikan dux<ungan lebih dari 1 (satw) kali kepada 1 (satu)
| bakal pasangan celon perseorangan yang dukungannya hanya
dihctung 1 (satu} dukungan yarg ditemukan pada saal
penelitian faktual, den menyatakan tidak mendukung serta
bersedia mengisi Lampiran Fermulir  Model  B.S-KWK

[ Perscerangan Perbaikan.

12  Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada
| lebih dari 1 (sata) pasangan calen perseorangan

13 | Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari
| ‘sau) pasar.gan calon perseorangan tetapt tidak bersedia
mengisi Lampiran Formulir Model BA.S KWK FPerscorangan
Perbaikan.

14 Pendukung Bakal Pasangan Cslon FPerseorangan yang
dinyaiakan tidak memenuhi syaral karena penyebab selain
angka 7 s.d. 13

15 | Peadukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret
duri daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampa
dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual

16 | Pendukung Hasil Penclitian Faktual Lanjutan

B. Data kehadiran Pendukung :
1. Psndukung yang dapat ditemui sebanyaK......civveeee....OraNE.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak.....................orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I

dan Tabel 1, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel 11
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL
TR o SN o T ST T B
it HiAg : sl il :ﬁ'“m"- jLJlé—i.':—.tE.u. 50,

Jumlah keselurahan hasil Tabel 1 MS + Tabel Il MS ‘ Tabel | TMS - Tabel 1l TMS
penelitian faktual | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani cleh Ketua dan anggota PPS.

Berira Acara ini disampaikan kepada :
1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon persecrangan;

2. 1 (satu} rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;



1 ‘satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 |satu) rangkap untuk arsip PPS.
PPS cvecrercrrsnisurciinsssnsnassssssres o A
| NO NAMA JABATAN || TANDA TANGAN
ih (E- Ketua
| 2 Anggota
3.

Anggota




LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2019

Yang tertanca tangan di bawah ini :

a. Nama  leeeeeeeess
b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

4. TTL/Umur USR] | sennstahan

e, Jeris Kelamin

Dengan in menyatakan der.gan sebenarnya pahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonarn Bakal Pasangan Calon
Perseo-angan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GroboganTahun 2019 ,
atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. 3akal Calon Wakil Bupati
dan bersediastidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Fernyataan ini.

I (e o, 0 Mo

Yang membuat permyataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu.



MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIEAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KECAMATAN

— —

Pada hari ind ....ceeoeee.. tanggal oo bulan ... . Tahun dua
5115 I SRR NTR S REREP R bertempat di ..o , PPK e telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Bupat. dan Wakil Bupati Grobogan berdasarkan hasil
penelitian faktual yang dilakukan oleh PP3 terhadap dokumen dukungan

perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupau :

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat plenc rekapitalasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Persecrangan di tingkat Kecamatan, PPK  oitiiiiieremesniinnanrossss telah
melakukan kegiatan sebagai berikut

1. Rekapitulasi dukungan perbakan Bakal Pasangan calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah
dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

9. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon
Perseorangan Sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *
keberatan dari pasangan bakal calon/um penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **:

[] PPK menerima dan melakukan pembetulan.

(] Tidak dapat dibuktikar kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat

Kecamatan.



ba

4. NMencatat keberazan dan/azau kejadian khusus ke dalam Lampiran
Formulir Model BA.6 KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perscorangan di tirgkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang

telah dilaksanakan olsh PPS, sebagai berikut :



L

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI

NO

Jumlah pendukung  perbaikan
Bakal Pasangan calon Peirscorangan
yany iwemenuhi syarat berdasurkan
hasil penclitian  fuktua! oteh TS
sebagaimana  tercantum  dalam
jumlah akhir pada Tahel IV kolom
MS pada Formulir Model BA.5-KWK
Perscorangin Perbaikan  untuk

TINGKAT KECAMATAN

DesafKel

Jumloh  pendukung  perhaikan
Bakal Pasangan calon Perseorangan
yang dicorct dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan

dan dilakukan pembetulan  oleh |

Jumlah  pendukung  perbaikan
Bakal Pasangan calon Persecrangan
yang ditambah dan rmemenuhi
syarat karena adanya -keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh

DesafKel

Desa/ Kell Desa/Kel

Desa/Kel
Dst.

JUMLAH

Jumiah pendukung perbaikan
Bakal Pasangan calon
Perseorangan hasil rekapitulasin
duokungan tingkat |kecamatan
yang  dinyatakan memenwhi

syarat.
{(No.1+No.3) - No.2)




TABEL O
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO Hl:;mh'[.ﬂn']';ﬂp-l | 'frlli ¥

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masir.g rar.gkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berite. Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2 I (satu) rangkap untux KPU Kabupaten/Kota ;

3. 1 {satu) rangkap untux Panwas Kecamatan,

4 | (satu) rangkap untuk arsip PPK.

| Ketua

23 | Anggota

NO | NAMA " JABATAN TANDA TANGAN
= |

Anggota

3
4, | Anggota
5 ' Anggota

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**)  Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

lé:_l==l=-— —

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP JATENG TAHUN 2019

DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Persecrangan dalam pemilihan Bupati Dan Walkil Bupati Grobogan Tahun
2019 di Desa .......ooves OB00n0A0 03095 B0 0BT K00 Kecamatan ....ceerssmses
Kabupaten Grobogan. telan terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus
dan/atau  pernyataan kederatan  oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

......................................................

.................................................................



)

()

BAKAL PASANGAN CALON/ PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TIM BAKAL PASANGAN CALON *  wweseees SE——

Keterangan :

4 Coret yang ticak Perlu.

»+| Kejadian Khusus d:catat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila
terdapat keberatan dar Hakal Pasanegan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan
Calon Perscorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



()

MODEL BA.7-KWK

PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu

...................... bertempat di  ...cccooeveccnieeennnn..,,  KPU  Kabupaten/Kota*)
.............................. telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan
perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan olch

PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas
nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupa-i

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat

Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota*) ...........c....... telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan di
tingkal Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rzkapitulasi dukungan perbaikan Bakal pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada®)
keberatan dari bakal pasangan celon/tim penghubung/Panwaslu
Kabupaten/kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2
:] *+): KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

] Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon
atau Tim Penghubung tidak dapa: menerima, serta bersedia/tidak
hersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran

Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.



Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan perbaikan sleh PPK, sebagai berikut :



HASIL RAPAT PLENO REKAPYTULASI DUKUNGAN

| No
1

TINGKAT KARUPATEN/KOTA%)

URAIAN

Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan
calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkm Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Tabel 1 angka 4 Formulir
Model BA .6-KWK Perscorangan Pcrbe_aikan.

Jumlah pendukung Bakal pusangan calen
Perseorangan yang dicoret dan tidak memernuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan aleh KPU Kabupalen] Rota.

Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan
cabon  Perseoranggan yang  ditambah  don
memenuhi syarat karena adanya keberatan dan
dikikukan prmhetulon aleh KPL
Kabupaten/Kota.

Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan
calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan
tingkat Kabupaten.

(iNo.1+No.3) - No.2)

[

TADEL 1

KEC. ...

KEC.

KEC, ......

PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI

KEC. Dst.

JUMLAH




TABEL 11

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

'*m;: | KABUPATEN/KOTA ,i {

(1 | Bl iimessiorssnarnnians | vessRssssiesssssdsvmsiavasi orang
E_— N i
[ Py Ut e S B s e T T LI 2 P orang

| e Falz) AT [ e ] orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga} rangkap, dan masing-masing rangkap

ditandatangariol=h Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara i disampaikan kepada

1. 1 (satw rangkas untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk

melakukan pendaitaran;
2. 1 (satu) rangksp untuk Bawaslu Kabupaten;

3. | (satur rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

‘No  NAMA JABATAN TANDA TANGAN
i \ | Ketua
2. | | Anggota

B ) | Anggota
4. ] ' | Anggota

| - i Anggota

Keterangan :
* Pilih salah satu

**  Ber: tar.da ] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.




LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK
PERSEQORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEEERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BEAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTAY)

Dalam proses Rekapitu.asi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Persecrangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020 Kabupaten/Kota*) ..ciesissmsaanaa. PTOViNgi Jawa Tengah telah
terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan
oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon

Perseorangan *) :



BAKAL PASANGAN CALON/TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAKAL PASANGAN CALON *) KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

.............................................

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.

** Kejadian <huasus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KFU Kabupaten/Kota, dan
apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Czlon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorarigan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU
Kabugaten/Kota.



— —=
MODEL B.1-KWK
PERSEQRANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2020

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini. saya :

Nama

NIK

Jenis Kelamin

Alamat

RT/RW

Tempal Lahir

Tanggal Lahir

Pelcerjaan :

Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin®)

WooNO U W

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubcrnur pada Pemilihan Eupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020 . atas nama !

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupat' .

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik / surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil *}.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya mengingkar pernyataan dukungan ini, saya
bersedia  mempertanggungjawabkan  secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilihan
dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

e Qs

Yang Membuat Pernyataan

Keterangan :
*) Pilih salah satu



2
Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No Nama Kecamatan Nama Kelurahan/Desa Jumlah dukungan
1 2 4 s
1 T ] [ e s orang
7 T —— ...orang
8. dst..caisnitbnlnly e e e orang
= | P v e | [ R orang =
- ] Wb it “m"”"_...orang
= e B N S are—" " I P Y'Y
AT MEEAI - R ST e e e sm orang
2 sap ey s 8L | Lassciinnses diiasaninsa ssirrissmvsssisaa s OTANE
2 ...orang
| 3. dst v Orang
|
1 orang
[ ematetmms g ([Tl ce s roee o, orang
A dst. s g e T orang
BRI Bt g ] i S, DR e e e [ e e orang
dst
| JUMLAH AKHIR | =% S, o s O

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Calon Bupati Bakal Calon Wakil Bupati

......................................... ) (A
Keterangan : Ditetapkan di Purwodadi
*) Pilih salah satu. g .
pada tanggal .................

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

I
YU VISKA A5



